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Kepada Yth

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-

Pekanbaru
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Assalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh

) Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap
isi tesis suadara :

Nama : Muhammad Muhsin Afwan

NIM : 22290210004

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Judul ¢ Analisis Wasiat Wajibah Bagi Anak Saudara Kandung

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2015 Perspektif Magashid Syari’ah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang
ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 05 Desember 2023
Pemigimbing I1
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PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis, dengan ini
mengesahkan tesis berjudul ANALISIS WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK
SAUDARA KANDUNG DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2015 PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH yang ditulis
oleh :

Nama : Muhammad Muhsin Afwan
NIM 22290210004

Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada
Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim
Riau yang telah diujikan pada 21 Maret 2024.
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SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Mubhsin Afwan

NIM : 22290210004

Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 25 April 1998

Program Studi/ Kosentrasi  : Hukum Keluarga

Judul Tesis : Reformasi Wasiat Wajibah Bagi Anak
Saudara Kandung Dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015
Perspektif Maqashid Syari’ah

Dengan ini menyatakan bahwa:

Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh
siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan
tinggi lainnya.

Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa
bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.

Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis
atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama
pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.

Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN
Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis
ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk
apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian
hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini,
maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

Pekanbaru, 2() Januari 2024

NIM: 22290210004
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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan

ahmat dan kurnia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul

Al eydio yey @

< “ANALISIS WASIAT WAIJIBAH BAGI ANAK SAUDARA KANDUNG

oWALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN

=
w

72015 PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH”. Shalawat dan salam kepada

N

gNabi Muhammad SAW. dan keluarganya yang telah menuntun manusia dengan
c
cahaya keimanan dan keislaman sehingga kita dapat berjalan dalam Agama Islam
yang mulia ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak
akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan

materi maupun non materi. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

gkepada semua pihak, khususnya kepada:

:’:-1. Ibunda Hasni dan ayahanda Lutfiono serta keluarga besar yang telah
Efnemberikan doa dan kasih sayangnya kepada penulis sehingga penulis dapat
gfnenyelesaikan studi Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
gKasim Riau.

z?. Adik adik Muhammad Hanif kHairullah dan Muhammad Fatihul Latif yang
;Etelah memberikan semangat semoga selalu dalam keberkahan.

g& Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Hairunas,

23!

Ag beserta jajarannya yang telah memberikan pengayoman kepada civitas

'kademika Uin Suska Riau .

HE!)_[QSUISE'
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=4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
(@]
“Riau Prof. Dr. H. llyas Husti, M. A beserta jajarannya yang telah

%UB

menyelenggarakan program pasca sarjana dengan maksimal sehingga penulis bisa

enimba ilmu.

S,N1G !

5. Bapak Dr. H. Zailani, M. Ag selaku ketua prodi Hukum Keluarga (HK) yang

By sn

elah memberikan pengarahan dan pendidikan dalam menjalani pendidikan.

. Bapak Dr. Arisman M.Sy selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga (HK) yang

nely

telah memberikan masukan dan saran selama proses perkuliahan.

6. Bapak Dr. Helmi Basri, Lc, M. A selaku pembimbing | dan Ibu Dr. Sofia
Hardani, M.Ag selaku pembimbing Il yang telah memberikan arahan dan
bimbingan kepada penulis.

7. Bapak dan Ibu, para dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam

9]
®Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan ikhlas memberikan dan

(g°]

:’;menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.

8

é' Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan,
=

Eépabila ada kesalahan merupakan kekhilafan dan keterbatasan ilmu penulisi.

EJISI

iharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi
erbaikan tesis ini.

Aamiin.

Penulis

nery wisey jrredg uejng yo £

Muhammad Muhsin Afwan
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No.
158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku
Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion),
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INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab Latin Arab Latin
| a 3% Th
@ B Lk Zh
- T d >
& Ts ¢ Gh
z J a F
c H é Q
& Kh 4 K
3 D J L
3 Dz N M
J R O N
J Z 3 w
o S > H
o Sy . “
] Sh @ Y
o= DI

B. Vokal, panjang dan diftong
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Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal
fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,”

sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:



‘nery eysnS NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul SN} eAIBY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

AV VISNS NIN
o0

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBnisw yepn uednnbusd 'q

‘yejesew mens uenelun neye Ly uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbusd e

ud

h)

3
\n,val

h

JJlaquuins ueyingaAusiu uep ueywnjueouaw edue) 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibeqgss diynbuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq ediy yey

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

nery wisey JireAg uejng jo A}JISId9AIU) dJTWER[S] 3)€I§

Vi

Vokal (a) panjang = A misalnya & menjadi  Qala
Vokal (i) panjang = 1 misalnya ¥ menjadi  qila
Vokal (u) panjang= U misalnya g menjadi  ddna

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan
dengan “1”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat
menggambarkan ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong,
wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan

contoh berikut:

Diftong (aw) = ! misalnyaJ¢ menjadi  gawlun

Diftong (ay) misalnya s menjadi  khayrun

A. Ta’ marbdthah (9

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di
tengah kalimat, tetapi apabila Ta " marbdthah tersebut berada di akhir
kalimat, maka ditranliterasikan menggunakan’h” misalnya <. L./
menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-
tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh,
maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan

dengan kalimat berikutnya, misalnya fi rahmatillah.

B. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (JI) ditulis dengan huruf kecil, kecuali
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang
berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka
dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

a. Al-Imém al-Bukhériy mengatakan ...
b. Al-Bukhériy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...

c. Masya Allah kdna wa mé lam yasya“™ lam yakun.
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ABSTRAK

1d12 YeH @

Muhammad Muhsin  Afwan, 2024: <“ANALISIS WASIAT
;\NAJIABAH BAGI ANAK SAUDARA KANDUNG DALAM SURAT
-EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 PERSPEKTIF
?4,4 QASHID SYARI’AH”.

= Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterangkan tentang
‘C’ketentuan ahli waris pengganti. Yaitu penggantian kedudukan seseorang yang
Ztelah meninggal dunia sebelum pembagian warisan oleh keturunannya. Setelah
“SEMA Nomor 3 Tahun 2015 diberlakukan, anak saudara kandung tidak lagi
?ermasuk ahli waris pengganti, sebagai tindak lanjut anak perempuan saudara
ckandung diberikan wasiat wajibah sedangkan anak laki-laki saudara kandung
diposisikan sebagai ahli waris. Penelitian ini bertujuan mengungkap aspek
Magqashid Syari’ah dalam wasiat wajibah bagi anak saudara kandung. Rumusan
masalah pada penelitian ini terfokus pada pembahasan dasar SEMA Nomor 3
Tahun 2015 dalam menetapkan wasiat wajibah bagi anak saudara kandung,
analisis dan tinjauan magqgashid syari’ah, serta konsep ideal wasiat wajibah bagi
anak saudara kandung. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Teknik
pengumpulan datanya adalah dengan mengumpulkan data-data khusus terkait
wasiat wajibah, kemudian menyimpulkannya sebagai konsep umum, atau yang
Ylisebut dengan induktif. Hasilnya, bahwa dasar wasiat wajibah bagi anak saudara
Ememiliki landasan kuat. Akan tetapi penetapan anak laki-laki sebagai ahli waris
zhanya terbatas pada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, sedangkan anak
glaki-laki dari saudara perempuan tidak dapat berposisi menjadi ahli waris.
~Selanjutnya dari aspek magqashid syari’ah, wasiat wajibah bertujuan
§nenyelamatkan kerabat pewaris dari kefakiran sehingga wasiat wajibah tergolong
Eke dalam magashid hajjiyah pada aspek hifzh al-mal. Berdasarkan magashid
a@syari’ah Wasiat wajibah yang dikhususkan bagi anak perempuan saudara kandung
“terkesan mendiskriminasi anak laki-laki saudara kandung yang mungkin terhijab
idalam menerima warisan.  Selanjutnya penulis menawarkan konsep wasiat
“wajibah yang diterapkan di Yaman untuk diterapkan dalam wasiat wajibah anak
gfsaudara kandung, dengan mengedepankan aspek keadilan.  Yaitu
gmempersyaratkan jumlah harta pewaris mencapai kriteria kaya dan anak saudara
Zkandung yang menerima wasiat wajibah tergolong fakir sehingga membutuhkan
;f)antuan melalui wasiat wajibah.

Kata kunci: Maqoshid Syariah, Anak saudara kandung, Wasiat Wajibah.
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ABSTRACT

IJ)EH @

1?,ll\/luhammad Muhsin Afwan, 2024: "Analysis Of Wajibah Testament For
SSiinngs' Children In The Supreme Court Circular Number 3 Of 2015
—Maqashid Syari‘ah Perspective™.

cArticle 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI) explains the provisions for
Ereplacement heirs. Namely replacing the position of someone who has died before
Yhe distribution of inheritance by their descendants. After Supreme Court Circular
“Number 3 of 2015 was implemented, siblings' children were no longer included as
“substitute heirs, as a follow-up, siblings' daughters were given mandatory wills
gfvhile siblings' sons were positioned as heirs. This research aims to reveal aspects
<of magashid syari'ah in obligatory wills for siblings' children. The problem
formulation in this research focuses on the basic discussion of Supreme Court
Circular Number 3 of 2015 in determining wajibah testament for siblings'
children, analysis and review of magashid shari‘ah, as well as the ideal concept of
wajibah testament for siblings' children. This type of research is library research.
The data collection technique is to collect specific data related to compulsory
wills, then conclude it as a general concept, or what is called inductive. The result
is that the basis for a wajibah testament for your children has a strong foundation.
However, the designation of sons as heirs is only limited to sons of biological
Ybrothers, while sons of sisters cannot be heirs. Furthermore, from the magashid
§shari'ah aspect, mandatory wills aim to save the testator's relatives from poverty
50 that mandatory wills are classified as maqashid hajjiyah in the aspect of hifzh
“éal-mal. Based on the maqashid syari‘ah, the obligatory will which is specifically
~for the daughters of siblings seems to discriminate against the sons of siblings
§Nho may be veiled in receiving an inheritance. Next, the author offers the concept
g(')f wajibah testament applied in Yemen to be applied in the wajibah testament of
@siblings' children, by prioritizing aspects of justice. This requires that the amount
*gof the heir's assets reach the criteria of being rich and that the siblings' children
;who receive the wajibah testament be classified as poor so they need assistance
=through the wajibah testament.

uvej

Keywords: Maqoshid Syariah, Siblings' children, Wasiat Wajibah.
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cA. Latar Belakang

Z

w

= Wasiat wajibah merupakan bentuk terobosan di bidang hukum kewarisan
5

Q)

Islam yang tidak dibahas dalam fikih klasik, akan tetapi telah menjadi topik

d

gwangat yang diperbincangkan sejak dirumuskan dalam Qanun Ahwal Syakhshiyah
Mesir Nomor 71 Tahun 1946 Terlebih lagi dengan semakin derasnya arus
globalisasi, kebutuhan dan ketergantungan masyarakat pada harta semakin terlihat
jelas, sehingga berbagai potensi konflik harus diminimalisir, khususnya pada
aspek harta warisan yang cukup sensitif.

Dalam berbagai literatur, telah dijumpai beberapa defenisi dari para ahli

9]

=

@tentang wasiat wajibah. Salah satunya pendapat Bismar Siregar yang
92}

gmenerangkan bahwa wasiat wajibah adalah sejumlah harta yang diberikan kepada
gbeberapa kerabat yang terhalang secara syar’i untuk menerima warisan dari
=

epewaris’. Lebih lanjut ia manambahkan bahwa dalam wasiat wajibah,
4]

‘;pelaksanaannya tidak bergantung pada kehendak dan Kkeinginan pewaris,
Lo 2

Emelainkan pada keputusan hakim di pengadilan dengan pertimbangan
5

“kemaslahatan®.

]

=4

=

=

-

2.

i ! Mazin Isma’il Haniyah, Washiyah Wajibah Dirasah Fighiyah Mugaranah (Gaza:

Universitas Islam Gaza, 2008). 40.

2 Syafi’i, “Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indoensia,” Misykat 02, no.
(2017): 119-130.

3 Syafi’i. Ibid.

nel
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Sebagai upaya konkret dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan

eseragaman hukum Islam di Indonesia, wasiat wajibah telah dibahas dan

irumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Sejak terbit dan

gl erdio ey o

erlakunya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,wasiat wajibah memiliki

andasan legal dalam penerapan hukum di pengadilan®. Para hakim, pengacara dan

SN NI

Zpihak yang berpekara diharuskan tunduk pada aturan yang terdapat dalam KHI,
?khususnya di bidang wasiat wajibah.
c
Di awal pemberlakuannya, wasiat wajibah hanya dikhususkan pada anak
dan orang tua angkat dengan mempertimbangkan bakti, jasa dan ikatan emosional
yang telah terbangun sejak lama. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 209

KHI berikut ini®:

a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai
dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua
angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua

angkatnya.

Pasal 209 sebagaimana yang tercantum di atas menetapkan aturan faraidh

etap berlaku dalam warisan anak dan orang tua angkat. Selanjutnya demi

MJ1IeAGQ uel[ng Jo AJISISATU[) dDIWR]S] 3}e1§

* Dadang Hermawan; Sumardjo, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Meteriil
eradilan Agama,” Yudisia 6 (2019): 25-46.

® Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan
=Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, ed. Subagyo,
Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Mahkamah
Agung RI, 2011). 321.
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enjamin rasa keadilan bagi anak dan orang tua angkat, ditetapkan wasiat

édm%eH @)

ajlbah bagi salah satunya berdasarkan kebijakan hakim®. Akan tetapi harta yang
oleh diberikan melalui wasiat wajibah tidak boleh melebihi 1/3.

Berbeda dengan ahli waris yang bagiannya telah jelas sebagaimana
etetapan syari’at, penerima wasiat wajibah yang dalam KHI dibatasi pada anak
an orang tua angkat tidak memiliki bagian yang pasti. Hanya saja terdapat

atasan maksimal yaitu 1/3 dari total harta pewaris. Pembatasan tersebut

NEly BYSNENIN IILU e

didasarkan pada aturan wasiat yang ditetapkan dalam syari’at, berdasarkan

beberapa dalil di antaranya QS an-Nisa : 9 berikut ini:

- 7z °"/ i SRy . - Lo - S
55 L‘M“/J)ﬁ-ﬁbw‘ffﬂ\;ﬁr\“ 23
,‘ > g~ ,‘5/’./
Ch
-5}
o Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya

aneninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir

erhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa
ékepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar’.

Menurut riwayat Mujahid, ayat di atas turun berkenaan dengan kisah Sa’ad

in  Abi Wagash yang menderita sakit keras dan ia dijenguk oleh Rasulullah

AW. Sa’ad lantas mengajukan permintaan untuk menginfakkan seluruh hartanya

amun keinginanya tidak diperkenankan. la kemudian menurunkan jumlah harta

ey wirsed] JireAg ugdIng Jo Ajgraarun

® Sumardjo, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Meteriil Peradilan Agama.”.

5
S
Q
S

7 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta:

Cordova, 2018). 78.
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JBH O

ang akan disedekahkan menjadi sepertiga dan permohonannya dikabulkan Nabi

Muhammad SAWS.

éjlo

Berdasarkan hadits yang menjelaskan ayat di atas, dapat dipahami bahwa

embatasan wasiat bertujuan melindungi kepentingan dan keberlangsungan hidup

NI@;H!I!UJe

cahli waris yang merupakan prioritas dalam penerimaan warisan. Sebagaimana

sn

7yang diketahui, perpindahan harta dari pewaris didasarkan pada asas ijbari (di luar
?kehendak) sehingga tidak mengharuskan adanya kesepakatan antara pewaris dan
c
ahli waris®. Akan tetapi peralihan harta warisan didasarkan pada ketetapan Allah
SWT dalam aspek waktu, hak dan besaran yang diterima.
Berbeda dengan faraidh yang memiliki aturan ketat, wasiat wajibah
memiliki aturan cukup longgar, sehingga amat memungkinkan terjadinya

pembaharuan. Salah satu pembaharuan dalam wasiat wajibah di Indonesia adalah

9]
©memberikan mengalihkan anak perempuan dari saudara kandung yang pewaris
(g°]
:’:dari ahli waris pengganti menjadi penerima penerima wasiat wajibah. Ketentuan
8

éini dimuat secara tegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun

=]
=2015 Poin C nomor 9 berikut ini:

£31819

“Menurut Hasil rakernas di Balikpapan telah dirumuskan bahwa ahli waris
openggantl hanya sampai derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi
Umempunya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki
Edarl saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara
mkandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah*°.”

1Se)] JrieAg u

® Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an, 5th ed.
.;gBelrut Yayasan Ar-Risalah, 2006). 5: 163.
= ° Hikmatullah, Figh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam, ed. Zulaikha, 1st ed. (Serang:
SPenerbit A-Empat, 2021). 12.

1 Mahkamah Agung RI, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015
(Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2015).

ur
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Ketentuan di atas merupakan salah satu bentuk terobosan hukum di

19 3eH @

CIndonesia khususnya dalam bidang kewarisan Islam. Dikarenakan ahli waris

B

ipengganti hanya dibatasi pada cucu, maka anak perempuan saudara kandung yang

-~
csemula berposisi sebagai ahli waris pengganti dialihkan untuk menerima wasiat

=
owajibah.

=

w

= Anak perempuan saudara kandung baik dari saudara laki-laki dan
py)

aperempuan memang tidak termasuk ahli waris (ghairu waris), sehingga tidak
c

memiliki peluang untuk mendapat harta pewaris dalam faraidh®*. Dikarenakan
anak perempuan saudara kandung tidak memiliki peluang menjadi ahli waris,
maka ia diberikan peluang untuk menerima wasiat wajibah.

Sedangkan anak laki-laki dari saudara laki-laki memiliki peluang untuk

menerima harta warisan selama pewaris tidak memiliki ahli waris jalur ke atas

fﬁ:ﬁayah dan kakek), jalur ke bawah ( anak dan cucu) dan saudara laki-laki
?;(andunglz. Artinya anak laki-laki dari saudara kandung memiliki peluang untuk
Efnenjadi ahli waris dengan syarat yang terbilang berlapis.

% Namun ketentuan wasiat wajibah yang terdapat dalam SEMA Nomor 03
g'rT ahun 2015 hanya membatasi wasiat wajibah pada anak perempuan saudara

andung sehingga menimbulkan beberapa persoalan, yaitu:

Pertama anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung yang telah wafat

1eAg ueng jo

ang terhijab oleh saudara laki-laki kandung yang masih hidup sebelum SEMA

I

BN J

ersebut berlaku, diposisikan sebagai ahli waris pengganti. Akan tetapi setelah ahli

aris pengganti hanya dibatasi pada cucu, anak laki-laki dari saudara laki-laki

MERLs

1 Wahbah Zuhaili, Figh Al-Islam Wa Adillatuhu (Beirut: Dar Fikr, 1985). 8: 237.
12 Zuhaili. Ibid.
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andung tidak dinyatakan sebagai penerima wasiat wajibah. Padahal dari sisi

e1dio yeH @

ekerabatan ia lebih dekat dibandingkan anak perempuan saudara kandung yang

L

idak termasuk ahli waris.

Kedua, anak laki-laki dari saudara perempuan kandung bukanlah ahli

g NIN

aris dalam fikih. Jika ia diberi posisi sebagai ahli waris, maka hal itu

ertentangan secara tegas dengan ketentuan faraidh yang telah disepakati fugaha.

¥ Bysn

Di sisi lain ia tidak dinyatakan sebagai penerima wasiat wajibah dalam SEMA 03

nel

Tahun 2015.

Dua persoalan di atas tentu berpotensi melahirkan putusan-putusan hakim
di pengadilan yang bertentangan secraa tegas dengan ketentuan faraidh dan
prinsip keadilan yang merupakan aspek medasar dalam penerapan hukum Islam.
oleh sebab itu diperlukan kajian secara mendalam tentang kedudukan anak

9]
=saudara kandung dalam menerima wasiat wajibah menurut hukum kewarisan

(g°]

“Islam

o

8,

E Dengan demikian, penulis merasa tertarik untuk meneliti ketentuan wasiat
=

awajibah dalam SEMA 03 Tahun 2015. Melalui penelitian ini penulis akan

menjelaskan tentang solusi bagi kerabat yang terhalang menjadi ahli waris

jo &éIS.I

upengganti dan tidak dinyatakan sebagai penerima wasiat wajibah. Oleh sebab itu
=

‘Edalam tesis ini akan dikaji lebih lanjut tentang “Hak Menerima Wasiat Wajibah
w
EBagi Anak Saudara Kandung Dalam SEMA 03 Tahun 2015”.

7B. ldentifikasi Masalah
i Dengan mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka
gdapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:
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1. Apa dasar penetapan hak menerima wasiat wajibah bagi anak saudara
kandung?

2. Mengapa setelah pembatasan ahli waris pengganti pada cucu, hanya anak
dari saudara kandung yang diakomodir untuk meneirma wasiat wajibah?

3. Bagaimana hak menerima wasiat wajibah bagi anak saudara kandung
menurut maqashid syari’ah?

4. Bagaimana konsep ideal perumusan wasiat wajibah bagi anak saudara

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

kandung?

5. Mengapa penerima wasiat wajibah hanya dibatasi bagi anak perempuan
saudara kandung, sedangkan anak laki-laki dari saudara kandung dapat
terhijab?

C. Batasan Masalah

9]

Y Berpedoman pada masalah yang telah diidentifkasi, agar penelitian ini
(g°]

:’:lebih terarah maka kajian dalam penelitian ini dibatasi pada “Hak Menerima
8

é\'Nasiat Wajibah Bagi Anak Saudara Kandung Dalam SEMA 03 Tahun
2

<2015”.

2

-

2

9]

=

§D. Rumusan Masalah

9 2]

E 1. Apa dasar penetapan hak menerima wasiat wajibah bagi anak saudara
?? kandung?

i 2. Bagaimana hak menerima wasiat wajibah bagi anak saudara kandung
= menurut maqashid syari’ah?
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F.

3. Bagaimana konsep ideal perumusan wasiat wajibah bagi anak saudara

kandung?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a.

Untuk mengetahui landasan syari’at yang menjadi dasar kententuan
wasiat wajibah dalam SEMA 03 Tahun 2015.

Untuk menganalisa kesesuaian wasiat wajibah bagi anak saudara
kandung dengan magashid syari’ah.

Untuk mengetahui konsep ideal dalam menetapkan hak menerima

wasiat wajibah bagi anak saudara kandung.

2. Manfaat Penelitian

Sebagai sumbangsih dalam khazahanah keilmuan hukum keluarga
Islam di Indonesia.

Dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak yang
berkepentingan tentang hukum kewarisan Islam.

Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang mengkaji persoalan

terkait secara lebih mendalam.

Sistematika Penulisan

Sebagai ikhtiar dalam mewujudkan penelitian yang fokus dan sistematis,
erlu diterangkan terlebih dahulu sistematika penulisan yang akan dilaksanakan

alam penelitian ini. Adapun sistematika dimaksud merupakan pokok-pokok
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ok

ahasan dari berbagai bab yang termuat dalam penelitian ini, yang penulis

jelaskan dalam paparan berikut ini:

—Bab I Pendahuluan: Memuat pengantar menuju pokok materi yang terdapat

nely exsng NN X!

dalam bab-bab selanjutnya. Oleh sebab itu, dalam bab ini di muat latar
belakang yang menjelaskan urgensi penlitian ini. Selanjutnya dijelaskan
pula rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
sistematika penulisan dan tinjauan penelitian yang relevan sebagai

petunjuk dalam penulisan bab-bab berikutnya.

Bab Il Landasan Teori : Menguraikan kajian teori seputar wasiat wajibah. Yang

pAg uelng Jo AJISIdATU) dTWR[S] )€

nery wisey Ji

Ba

terdiri dari kajian umum wasiat mulai dari pengertiannya, dasar
hukumnya, syarat dan rukun wasiat serta hal-hal yang menyebakan
batalnya wasiat. Selanjutnya dijelaskan tentang pengertian wasiat wajibah,
sejarahnya, dasar hukumnya dan penerapannya di Indonesia dalam KHI
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan juga tentang
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), mulai dari sejarahnya, dasar
pembuatannya dan kekuatan hukumnya dalam hierarki perundang-
undangan di Indonesia. Sebagai upaya memfokuskan kajian dalam
penulisan ini, dipapaarkan pula teori magashid syari’ah yang menjadi

perspektif dari penelitian ini.

b 111 Metode Penelitian: Berisi penjelasan tentang metode yang digunakan

dalam penelitian ini, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data dan pendekatan pendekatan

penelitian.
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ab 1V Pembahasan : Memuat inti pembahasan dari tesis ini berupa jawaban
dari masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang dan
diformulasikan dalam rumusan masalah. pertama memuat pembahasan
seputar hak menerima wasiat wajibah bagi anak saudara kandung dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015. Selanjutnya
dijelaskan pula mengenai keserasian ketentuan wasiat wajibah dalam

SEMA tersebut dengan hukum Islam serta pembahasan mengenai nilai-

nery e)ysng NN Y!jtw eydio geH @

nilai kemaslahatan yang terkandung dalam ketentuan tersebut.
Bab V Penutup : Berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan di BAB
IV dan saran-saran yang bersifat membangun bagi pihak-pihak yang

berkiatan dengan materi yang dimuat dalam tesis ini.

%3 G. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

g- Telah banyak ditemukan sejumlah penelitian yang mengkaji seputar wasiat
%Najibah yang berbentuk jurnal ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi. Akan tetapi di
%mtara kajian yang telah dilakukan oleh akademisi, belum ditemukan yang

&él SI

menganalisa tentang hak menerima wasiat wajibah bagi anak saudara kandung. Di
ntara karya-karya akademis yang membahas wasiat wajibah adalah:

1. Jurnal atas nama Bambang Kuswanto dengan judul “Implementasi

Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angka Perspektif Teori Keadilan John

Rawls (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor

0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.)” (2018). Hasil dari penelitian ini

nery wisey jiredg uejng jo

menyimpulkan bahwa para hakim berpendapat anak angkat memiliki hak
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11

untuk mendapatkan wasiat wajibah sebagaimana yang dicantumkan
dalam Pasal 209 KHI. Dalam memutuskan perkara, hakim memiliki
beberapa landasan, di antaranya Yurisprudensi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 132/K/AG/2018. Menurut teori keadilan John Rawls,
dalam kasus tersebut, anak kandung merasa disisihkan karena dinggap
tidak berhak mendapat harta warisan, namun ia telah mendapat
keuntungan berupa kasih sayang orang tua angkatnya dalam waktu yang
cukup lama®®,

Jurnal atas nama Syahrul Mubarak Subeitan dengan judul “Wasiat
Wajibah Dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia
(2020)”. Hasil dari kajian ini mneyatakan bahwa wasiat wajibah
memiliki kedudukan tersendiri dalam KHI yang dibatasi pada anak dan
orang tua angkat. Di samping itu ahli waris pengganti dipandang
memiliki kemiripan dengan wasiat wajibah, akan tetapi dalam wasiat
wajibah ada batasan maksimal 1/3 harta, sedangkan pada ahli waris
pengganti tidak terdapat batasan penerimaan™*.

Jurnal atas nama Achmad Jarchosi dengan judul “ Pelaksanaan Wasiat
Wajibah (2020). Dengan kesimpulan bahwa wasiat wajibah merupakan
bentuk ijtihad untuk menyelesaikan problematika seputar kewarisan.

Dalam pelaksanaannya di Indoensia, wasiat wajibah dapat diberikan

urrsey JireAg uejng jo A}ISIdAIU) dTWER[S] 3)€IS

3 Bambang Kuswanto, “Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angka Perspektif
STeori Keadilan John Rawls (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor

=9915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.,” Uin Maulana Malik Ibrahim (Malang: Uin Maulana Malik
Stbrahim, 2018).

=

4 Syahrul Mubarak, “Wasiat Wajibah Dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga

Di Indonesia,” Comparativa: Jurnal Iimiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum 1, no. 2 (2020):
76-94, https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i2.14.
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kepada anak angkat, ahli waris non-muslim dan anak zina dengan
memperhatikan rasa keadilan®®

Jurnal atas nama Nada Putri Rohana dengan Judul: Wasiat Wajibah
Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (2021). Dengan kesimpukan
bahwa wasiat wajibah merupakan jalan memberikan harat warisan
kepada kerabat yang terhalang dalam syari’at untuk menerima harta.
Dalam KHI, wasiat wajibah dibatasi keberlakuannya pada anak dan
orang tua angkat sebagai menifestasi dari nilai kemanusiaan'®

Jurnal atas nama lin Muthmainnah dengan judul: Wasiat Wajibah Bagi
Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung
Nomor: 368K/AG/1995) (2019). Dengan hasil yang menunjukkan bahwa
pembagian warisan dalam faraidh telah diatur secra tegas dna rinci
dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Selanjutnya ahli waris dan kerabat yang
tehalang untuk mendapat warisan, dapat diberikan wasiat wajibah yang
dibatasi dalam KHI pada anak angkat. Dalam perjalanan penerapannya,
Mahkamah Agung menetapkan ahli waris beda agama menerima wasiat
wajibah dengan pertimbangan magashid syari’ah demi mewujudkan rasa

keadilan masyarakat*’

6. Jurnal atas nama Ade Kurniawan Akbar dengan judul: Pengaturan

Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam (2019).

sey JiredAg uej[ng jo AJISIdATU) dDTWER[S] d1e1S
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> Achmad Jarchosi, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah,” ADHKI: Journal of Islamic Family
5Law2 no 1 (2020): 77-90, https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34.

® Nada Piutri Rohana, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum DI Indonesia,”

-
'-*Yurlsprudentla Jurnal Hukum Ekonomi 7, no. 1 (2021): 139-55.

” lin Mutmainnah, “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995),” Diktum: Jurnal Syari’ah Dan Hukum 17,
no. 2 (2019): 188-210.
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13

Dengan hasil yang menunjukkan bahwa wasiat wajibah dijadikan sebagai
landasan dalam KHI untuk memberikan harta warisan kepada anak dan
orang tua angkat yang tidak diberi wasiat oleh pewaris. Dalam hal ini,
wasiat wajibah telah menjadi solusi bagi anak dan orang tua angkat yang
terhalang secraa kewarisan dan dapat terhubung melalui wasiat
wajibah'®.

Abdul Hadi Ismail menulis jurnal dengan judul: Pemberian Wasiat
Wajibah kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung
RI NO. 16K/AG/2010 (2020). Dengan hasil yang menunjukkan bahwa
dalam Khi wasiat wajibah hanya diberikan kepada anak dan orang tau
angkat, sedangkan kerbaat non muslim tidak diakomodir dalam KHI.
Yang menjadi landasan Hakim memberikan wasiat wajibah bagi istri
dalam putusan tersebut adalah jasa dan bakti sang istri yang telah
menemani suami selama 18 tahun. Sekalipun sang istri berbeda agama
dengan suaminya, ia tetap berhak mendapatkan harta suaminya dengan
wasiat wajibah sebagai perwujudan nilai keadilan dan kemaslahatan®®.
Jurnal atas nama Nur Komala dengan judul: Kewarisan Anak Hasil
Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai Hak Waris Anak Hasil
Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indonesia)
(2018). Dengan hasil yang menyatakan bahwa hukum kewarisan anak

hasil surrogate belum diatur di Indonesia, sehingga dinisbahkan kepada
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8 Ade Kurniawan Akbar, “Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut
ukum Islam,” AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 4, no. 1 (2019): 1-11.
9 Abdul Hadi Ismail, “Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Menurut

Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010,” Jurnal Mercatoria 13, no. 2 (2020): 131-42,
https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4060.
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10.

14

kewarisan anak di luar nikah. Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-
VI11/2010 anak di luar nikah memiliki hubungan keperdataan dengan
ayah biologisnya yang dapat dimanifestasikan melalui wasiat wajibah. Di
samping itu, jika suami istri ingin menjadikannya sebagai anak pasangan,
maka dapat diajukan ke pengadilan agama dan ditetapkan sebagai anak
angkat®.

Jurnal atas nama Subiyanti Dkk dengan judul: Implementasi Wasiat
Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (2018).
Dengan hasil yang menunjukkan bahwa sekalipun telah diangkat oleh
orang tua angkat sbeagai anak, anak anagkat tidak dapat melepaskan
hubgan nasab, perwalian dan kewarisannya dengan orang tua
kandungnya. Tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orang
tua angkatnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Khi pasal 209.
Namun terdapat kendala dalam penerpana wasiat wajibah di Indoensia.
Di antaranya adalah sebagian tidak mau melakukan pengkajian secara
mendalam dalam membuat putusan dan menetapkan 1/3 harta pewaris
diberikan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah tanpa
mempertibangkan hak ahli waris yang dapat terbaikan?".

Jurnal atas nama Dwi Andayani dan Tetty Hariyati dengan judul:
Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di

Indonesia (2020). Dengan hasil yang menunjukkan bahwa sekalipun

¥ wisey] JiredAg uej[ng jo AJISIdATU) dDTWER[S] 91e1S

% Nur Komala, “Kewarisan Anak Hasil Proses Bayi Tabung (Wasiat Wajibah Sebagai
sHak Waris Anak Hasil Surrogate Mother Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Indonesia),”
Slndonesian Journal of Islamic Law 1, no. 1 (2018): 65-81.

21

Subiyanti, Jumadi Purwoatmodjo, and Budi Santoso, “Implementasi Wasiat Wajibah

Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam,” Notarius 12, no. 1 (2019): 313-20.
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bertentangan dengan ketetapan dalam Al-Qur’an dan Hadits, pemberian
wasiat wajibah kepada kerabat non-muslim didasarkan pada
pertimbangan kemaslahatan dan keadilan, serta keberlangsungan hidup
kerabat non muslim. Melalui putusan yang menetapkan wasiat waibah
bagi kerabat non-muslim, cita-cita hukum demi tegaknya keadilan bagi
masyarakat dapat tercapai sehingga melahirkan kemaslahatan bagi

masyarakat yang memeiliki keberagaman suku, etnis dan agama®.

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

11. Jurnal atas nama Khotifatul Defi Nofitasari dengan judul: Wasiat
Wajibah Kepada Anak Angkat, Non Muslim Dan Anak Tiri (Formulasi
Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Di
Indonesia Dan Perkembangannya) (2020). Dengan hasil yang
menunjukkan bahwa wasiat wajibah merupakan tindakan hukum
penguasa untuk memberikan harta pewaris setelah ia wafat kepada
beberapa kerabatnya yang tidak termasuk ahli waris. Pemberian wasiat
wajibah kepada kerabat di Indonesia meiliki landasan yang beragam.
Peruntukan wasiat wajibah kepada anak angkat didasarkan kepada ikatan
emosionalnya dengan pewaris. Sedangkan pemberian wasiat wajibah
untuk kerabat non-muslim didasarkan pada asas keadilan dan hukum
adat. Adapun anak tiri dikiaskan kepada anak ankat lantaran anak tiri

memiliki ikatan emosional melebihi ank angkat dengan pewaris®.

%2 Dwi Andayani B.S. and Tetty Hariyati, “Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli

SWaris Beda Agama Di Indonesia,” Cepalo 4, no. 2 (2020). 157-70,
chttps://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893.

2 Khotifatul Defi Nofitasari, “Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat, Non Muslim Dan

Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Di
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13.
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Jurnal atas nama Raja Ritonga dengan judul: Wasiat Wajibah Pada Furu'
Waris (Analisis Dan Aplikasi Kewarisan Bagi Cucu) (2021). Dengan
hasil yang menunjukkan bahwa wasiat wajibah diberikan kepada
(generasi) furu’ dari pewaris. Adapun Kkonsep perhitungan wasiat
wajibah, anak yang meninggal dianggap masih hidup dan menjadi ahli
waris. Menurut garis anak laki-laki, wasiat wajibah hanya diberikan pada
tingkat cucu dan cicit. Sedangkan dari garis wanita, wasiat wajibah
hanya setingkat cucu. Pelaksanaan wasiat wajibah dilakukan jika seorang
kakek tidak pernah memberikan hadiah kepada anak-anaknya yang telah
meninggal ketika mereka masih hidup. Angka 1/3 menjadi batas
maksimal yang akan diterima oleh cucu dan cicit. Jadi, jika angka
penerimaan oleh anak lebih dari 1/3, maka keturunannya hanya
mendapat 1/3 dan sisanya diberikan kepada ahli waris yang lain?*.

Jurnal atas nama Muhammad Yasir Fauzi dan Vivi Purnamawati judul
Pendekatan Analysis Economic Of Law Posner Terhadap Konsep Wasiat
Wajibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama (2020).
Dengan hasil yang menunjukkan bahwa ketentuan wasiat wajibah yang
terdapat pada kasus waris beda agama menurut paradigma Posner
merupakan distrbusi kemakmuran yang merupakan aspek mendasar
dalam prinsip kewarisan. Melalui wasiat wajibah pihak-pihak yang

semula terhalang dan terhijab untuk mendapatkan warisan dapat

-
Sindonesia Dan Perkembangannya),” Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies 3, no. 2
=(2021): 25-47, https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3370.

24

Raja Ritonga, “Wasiat Wajibah Pada Furu’ Waris (Analisis Dan Aplikasi Kewarisan

Bagi Cucu),” Jurnal Ahkam 9, no. 2 (2021): 353-74.
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14.

15.

17

memperoleh bagiannya sehingga mendatangkan nilai-nilai kemaslahatan
di bidang ekonomi yang sesuai maqashid syari'ah®.

Jurnal atas nama Dwi Dasa Suryantoro dengan judul: Analisis Yuridis
Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (2022). Dengan hasil
yang menunjukkan bahwa surat wasiat yang memilki kekuatan hukum
dan mengikat para pihak tidak hanya surat wasiat yang didasarkan pada
keinginan dan pernyataan pewaris sebelum meninggal, akan tetapi wasiat
yang didasarkan pada ketetapan hukum pemerintah dalam Pasal 209 KHI
juga mengikat para pihak. Pasal 209 KHI menetapkan wasiat wajibah
bagi anak dan orang tua angkat demi menjamin asas keadilan dalam
penegakan hukum kewarisan Islam di Indoensia®.

Jurnal atas nama Muhammad Ichsan dan Erna Dewi dengan judul:
Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan
Anak Angkat Perspektif Hukum Islam (2019). Dengan hasil yang
menunjukkan bahwa anak angkat tidak meiliki hubungan nasab dengan
orang tua angkatnya, sehingga tidak dapat menguasai harta orang tua
angkatnya sebagai ahli waris. Oleh sebab itu ada tiga solusi yang
diperkenankan dalam hukum Islam. Pertama adalah hibab dari orang tua

angkat kepada anak angkat, kedua wasiat yang diberikan orang tua
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% Mohammad Yasir Fauzi and Vivi Purnamawati, “Pendekatan Analysis Economic Of
—kaw Posner Terhadap Konsep Wasiat Wajibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda
SAgama,” Asas 12, no. 02 (2020): 1-16.

26

Islam,”
https://doi.org/10.36420/Asasi.

Dwi Dasa Suryantoro, “Analisis Yuridis Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum
Asasi:  Journal of Islamic  Family Law 2, no. 2 (2022): 16-27,
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16.

17.

18

angkat kepada anak angkat dan wasiat wajibah yang ditetapkan hakim di
pengadilan®’.

Jurnal atas nama Asjad Mohamed dkk dengan judul: Wasiat Wajibah:
Satu Sorotan Terhadap Enakmen Wasiat Orang Islam Di Malaysia
(2019). Dengan hasil yang menunjukkan bahwa dalam peraturan yang
berlaku di Malaysia, wasiat wajibah diperuntukkan bagi cucu dari anak
laki-laki dan perempuan. Akan tetapi masih banyak aspek prinsipil yang
belum dimuat dalam peraturan tersebut. Oleh sebab itu diperlukan kajian
khusus yang melibatkan hakim ulama dan pihak terkait?.

Jurnal atas nama Muhammad Muhajir dengan judul: Konsep Wasiat
Wajibah dalam Tafsir Surat Al-Bagarah Ayat 180 (2021). Dengan hasil
yang menunjukkan bahwa ketentuan wasiat wajibah yang berlaku di
berbagai negara muslim merupakan bentuk istihsan yang merupakan
ijtihad untuk beralih dari hukum kulli (umum) kepada hukum juz’i
(khusus) yang ditunjang oleh norma tekstual Al-Qur’an. Maka dari itu
memberi wasiat wajibah kepada cucu dari anak laki-laki dan perempuan
sebagaimana yang terjadi di Mesir dan memberi wasiat wajibah kepada
anak angkat dan anak non-muslim adalah ketentuan yang dapat

dibenarkan dan mengandung nilai kemaslahatan®.
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2" Muhammad Ichsan and Erna Dewi, “Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia
7Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam,” Magashid: Jurnal Studi Hukum

no. 1 (2019): 2615-22.

28

Asjad Mohamed et al., “Wasiat Wajibah: Satu Sorotan Terhadap Enakmen Wasiat

rang Islam Di Malaysia,” E-Journal of Islamic Thought and Understanding 2, no. October

5(2019): 124-40.

» Muhammad Muhajir, “Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Bagarah Ayat
Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 12, no. 1 (2021): 151,
https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9043.
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19.

18.

20.

19

Jurnal atas nama Mila Yuniarsih dkk dengan judul: Wasiat Wajibah bagi
Anak Adopsi untuk Mendapat Harta Waris (2022). Dengan hasil yang
menyatakan bahwa Pengadilan Agama Palembang melalui putusan No.
35/Pdt.G/2018/PTA.PLg telah memberi hak waris kepada anak adopsi
melalui wasiat wajibah berdasarkan pasal 209 KHI. Anak adopsi
diberikan bagian 1/6 dari masing-masing harta orang tua angkatnya agar
jumlah yang ia terima tidak melebihi 1/3 dari jumlah keseluruhan harta
warisan®.

Jurnal atas nama Laras Shesa dengan judul: Keterjaminan Kedudukan
Dzawul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah (2018).
Dengan hasil yang menyatakan bahwa dzawul arham dapat menerima
warisan jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris ashabah dan dzawul
furudh yang merupakan ahli waris inti dalam faraidh. Melalui wasiat
waibah, hak dan bagian dzawul arham dapat diberikan. Wasiat waibah
seharusnya diberikan keoada dzawul arham dengan mempertimbangkan
bagian orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu®.

Jurnal atas nama Eka Apriyudi dengan judul: Pembagian Harta Waris
Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah (2018).
Dengan hasil yang menunjukkan bahwa anak yang beragama non muslim

tidak termasuk ahli waris bagi orang tua yang beragama Islam. Karena
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% Mila Yuniarsih et al., “Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapat Harta
aris,” Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum 3, no. 1 (2022): 38-63,
ttps://doi.org/10.15642/mal.v3i1.119.

! Laras Shesa, “Keterjaminan Kedudukan Dzwaul Arham Dalam Kewarisan Islam

Wasiat Wajibah,” Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam 3, no. 2 (2018): 145,

https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.615.
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hukum kewarisan Islam tidak mengenal kewarisan beda agama. Akan
tetapi anak yang beragama non muslim dapat menerima bagian dari harta
orang tuanya yang beragama Islam dengan jalur wasiat wajibah. Adapun
bagian yang diterima anak yang beragama non muslim adalah sebanding
dengan anak lainnya dengan jenis kelamin yang sama dengan catatan tida
melebihi sepertiga harta pewaris®.

Akan tetapi di antara penelitian yang telah penulis paparkan di atas, belum

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

ditemukan kajian tentang wasiat wajibah bagi anak saudara kandung sebagaimana
yang di atur dalam SEMA 03 Tahun 2015. Oleh sebab itu, penulis berpandangan
perlu dilakukan kajian lebih lanjut menurut hukum Islam mengenai ketentuan

wasiat wajibah bagi anak saudara kandung dalam SEMA 03 Tahun 2015.
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%2 Eka Apriyudi, “Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui
Wasiat Wajibah,” Kertha Patrika 40, no. 01 (2018): 45,
https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i01.p05.
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BAB I1

LANDASAN TEORI

Kajian Teori Wasiat dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Wasiat

Dari sisi etimologi wasiat, berasal dari kata washa-yushi yang secara

NETH €SS NIEMAL W ejdiodeH @

harfiah memiliki arti berpesan, menetapkan dan memerintahkan®. Wasiat
merupakan salah satu tema yang dimuat dalam Al-Qur’an sebagai sumber utama

hukum Islam, sehingga kata wasiat disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur’an.

Menurut kajian penulis, wasiat disebutkan sebanyak 32 kali dalam Al-Qur’an®*.

Sedangkan dari sisi istilah, terdapat beberapa penjelasan ulama tentang
9]

%Nasiat. Fukaha Hanafiyah memaparkan bahwa wasiat merupakan pemerian

epemilikan akan sesuatu tanpa adanya paksaan yang keberlakuannya

itangguhkan sampai meninggalnya orang yang mewasiatkan, baik wasiat itu

B&Iuﬂ&luﬂ?}!ﬁ]

berupa benda atau manfaat®®. Sedangkan jumhur ulama dari kalangan Malikiyah,

1&151

Syafi’iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa wasiat adalah ucapan atau ketetapan
ang mengharukan penerima wasiat untuk menerima harta peninggalan dari

emberi wasiat dengan batasan maksimal 1/3 dari keseluruhan harta pemberi

AS yping jo

3
o
@
QD
>
>
=
QD
—
'Q_J'_

% Sayyid Sabiq, Figih Sunnah (Beirut: Dar Fikr, 1983). 3: 415.

3 B.S. and Hariyati, “Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama
i Indonesia.” 159-160.

% Muhammad Abu Zahrah, Ahkam At-Tirkat Wa Al-Mawarits (Kairo: Dar Fikr Al-
’Arobi, n.d.). 9.
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Menurut Sayid Sabiq, wasiat merupakan pemberian harta, piutang dan

édlo YeH ©

anfaat yang dimiliki seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa
emberian itu baru berlaku setelah wafatnya pemilik harta®®. Artinya sekalipun
engalihan kepemilikian diucapkan semasa hiupnya pemilik harta, kepemilikan
arta baru benar-benar berpindah kepada penerima wasiat setelah wafatnya
emberi wasiat.

Wahbah Zuhaili memaparkan defenisi yang lebih rinci. la menjelaskan

Nely eYysng NIgQ MU e

bahwa wasiat secara umum mencakup pesan dan pemberian harta semasa hidup
atau setelah wafatya seseorang kepada orang lain. Selanjutnya wasiat dikhususkan
pada pengalihan hak yang keberlakuannya disandarkan pada wafatnya pemberi
wasiat®’. Defenisi ini sejalan dengan pendapat ulama lain seperti Abu Zahrah dan

Fatchur Rahman.

9]
5 Penjelasan dari berbgaai ulama klasik dan kontemporer kemudian
(g°]
:’;dikodifikasikan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 171
8
~KHI, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain yang

Alun

kan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami beberapa pokok pembahasan

eputar wasiat, yaitu:

1. Wasiat merupakan perikatan yang berhubungan dengan harta dan
manfaat
2. Wasiat dilaksanakan dan dijalankan atas dasar keridhaan pemilik harta

tanpa paksaan dari siapapun

neny wisey] jiieAg uejjng jo £31sis

% Sabiq, Figih Sunnah. Op.Cit. 3: 416.
%7 Zuhaili, Figh Al-Islam Wa Adillatuhu. Op.Cit. 8: 5.
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3. Setelah wasiat dilaksnakan, maka terjadi perpindahan hak dari pemberi
kepada penerima wasiat

4. Pelaksanaan dan perpindahan hanya berlaku dan dapat dilaksnaakan
setelah wafatnya pewaris atau pemilik harta.

5. Wasiat hanya diperkenankan pada sepertiga harta pewaris. Maknanya
seseorang dapat mewasiatkan kurang dari sepertiga hartanya, akan

tetapi tidak boleh melebihi dari sepertiga.

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

Empat poin di atas menunjukkan bahwa wasiat mengandung keinginan
dari pewaris tentang tindakan yang dilakukan kepada hartanya sepeninggalnya
kelak. Kehendak tersebut pada umumnya diungkapkan ketika seseorang menderita
sakit keras dengan harapan hidup yang sangat rendah, bahkan dalam beberapa

Jkasusu diuvcapkan beberapa saat menjelang ajal menjemput®. Ucapan tentang
%Nasiat yang sangat penting bagi pewaris biasanya diucapkan dihadapan ahli waris

ngatau orang kepercayaannya yang ia yakini dapat memegang teguh wasiatnya

cuntuk dilaksanakan sepeninggalnya.

nery wisey JireAg uej[ng jo AJIsIaAru

% Suryati, Hukum Waris Islam, ed. Erang, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017). 46.
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©

A

jay] .

= 2. Dasar Hukum Wasiat

(@]

= a. Al-Qur’an

jab]

i Surah al-Bagarah ayat 180:

=

E :

C

» 7

> M‘J&L’é}d}ﬁm’b&)Yb
py)

2 Artinya: diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu

kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak,
Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah)
kewajiban atas orang-orang yang bertakwa>®

Surah al-Maidah ayat 106:
20 2 S B < SMEr LI
Loyl i Syall SUS1 Jam 13 W00 3055 1,51 ol

BT T NI N AP A SRR ST P o1

DO M\,\zj&w}m& uj,,ﬂw

C

G

!\SI\B&EJS .
\éi\
\ C"‘“

gt_s/gb/gf&s ,&yj wmuKJJj C&S gy g ds N 22
(= . e F
= S oV ]
E Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu

~menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu)
cdisaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang
uberlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu

amu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang
S(untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika
Ykamu ragu-ragu: ‘(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini
#harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat,
~dlan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami
alau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa40

nery wisgy

%9 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. Op.Cit. 27.
“0 Kementrian Agama Republik Indonesia. Op.Cit. 125.
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@

A

=  b. Hadits

(@]

Z

o

= L ) iy

;\jﬁgf\ Mc.c&\;u,c J&Lygﬂ}&\dmbx,

C°£ Ao - ~/

EQ\ 3 2o A\S f\.ﬂw §f s J\a L}Aa 405 j"‘)
g 41

@ (L».Aa\ : awmj.{aw u«Jwa&ay

w

=

o Artinya: Telah berbicara kepada kami Abdullah bin Yusuf, bahwa Malik

Aelah mengabarkan kepadanya dari Nafi* dari Abdullah bin ‘Umar bahwasannya

®Rasulullah SAW telah bersabda: bukanlah suatu kebenaran bagi seorang muslim
jlka ia memiliki perkara yang hendak diwasiatkan, lalu ia menetap selama dua
malam kecuali wasiatnya telah ia catat. (HR Muslim).

o Je 5 oy e B o G 52 s e
uf\.asd\s JYLQJA\Q\M,\B J\.Qs gd&ﬁ\ﬁ J\g &3 &ésjfé

‘\M@;@s:gﬂw INERRIN uwsydmum‘fgﬁ
(G S Bl ST G Gcﬂgwuu‘muyum%\&m

=

*J\s N s 9&%&5\5 b Y 6 9J,AJL5 6 Y :J\s SAK&\.E @oj\J
_L;&Jw;; By Ble Al o UBis }Suu quu\_a
_jx P S p35 51 Ky Bie A PRSI By Bl Ak

SRl 20 [%)g) 3sl 22 1oy Bl QJ‘&‘ p)é”“ C)\u‘j@ iz 1

2
ELWQ a\ﬂ.étcé?lﬁ\w»jma.)jfé' u\.,a:m Jj.«u)o\.:b &
Artinya: Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqqash ia berkata: Nabi
UMuhammad SAW telah mendatangiku untuk menjengukku yang sedang terbaring
;saklt di kota Mekah, dan beliau tidak suka untuk wafat di kota yang telah beliau
Stinggalkan ketika hijrah (Mekah). Lalu beliau berkata: Semoga Allah merahmati
Yengkau ibnu ‘Afra’, kemudian saya berkata, Wahai Rasulullah bolehkah aku
Zberwasiat dengan seluruh hartaku?, beliau menjawab : tidak, kemudian aku
~kembali bertanya: bagaimana dengan sepruhnya, lalu beliau menjawab: tidak.
ZKemudian aku bertanya: bagaimana jika sepertiga, lalu beliau menjawab :
“baiklah untuk sepertiga, lebih baik engkau menjadikan ahli waris sepeninggalmu
erkecukupan dibanding engkau meninggalkan mereka dalam kekurangan

@

JO A31S19A1

-
5]
o

* Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim (Riyadh: Dar at-Thaibah, 2006). 766.
*2 Hajjaj. Ibid. 767.
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@)

ek

Q:’sehinggamenjadikan mereka meminta-minta kepada orang lain. Selain itu, jika
“engkau hidup) walaupun engkau memberikan hartamu pada keluargamu, akan
Stetap dihitung sebagai sedekah, sampai makanan yang engkau suapkan pada
“mulut isterimu. Semoga Allah mengangkat derajatmu, memberikan manfaat
g_kepada sebagian manusia, dan membahayakan sebagian yang lain.’ Pada saat itu
=a’d tidak mempunyai pewaris kecuali seorang anak perempuan.

o %

C, °
zﬁls,:\;@\g@}mu»wwbym &a.ﬁ.&b»

gf;‘méuﬂ f)%ﬂ\?‘u‘W?uww» buwy‘
“’f’al?“ww«»«c\bo;ﬂ Joid Jel & Jb*““” A J325
She bih H e Ths 0B 5 W LaB W:S 5 ofas Gl
i o]V Vel [5B8 Se 25 51 @;jz Loy S5 5o (LAl

(293 gloly, \Y’;LM.J f\L.«SJjA\

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ‘Ubadah bin Abdillah, telah
menyampaikan kepada kami ‘Abdul Shomad, telah menceritakan kepada kami
Nashr bin ‘Ali Al-Hadani, telah menceritakan kepada kami Asy’ats bin Jabir,
telah menyampaikan kepadaku Syahr bin Husyab, bahwasannya Abu Hurairoh ra
bercerita kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya seseorang
E‘Jakl laki dan perempuan benar-benar beramal dengan ketaatan kepada Allah
HSWT selama 60 tahun, kemudian tanda-tanda kematian menghampiri keduanya
;dan mereka mendatangkan kemudharatan melalui wasiat yang mereka tetapkan,
smaka mereka akan masuk ke dalam neraka. Kemudian Syahr bin Husyab berkata:

EAbu Hurairoh kemudain membacakan ayat kepadaku tentang persoalan ini:
—...setelah wasiat dilaksanakan dan hutang dilunasi..... (QS an-Nisa ayat 13). HR
ZAbu Daud.

5 .

@ Cc. Ijma’

)

=]

i Dengan ketetapan Al-Qur’an dan Hadits tentang wasiat, maka ulama
=1

ngmenyepakati keberlakuan wasiat dalam tatanan hukum Islam. Seluruh ulama
9 2]

‘Smeyaini wasiat sebagai bagian dari syari’at Islam dan tidak ditemukan ulama yang
2

~

o

2.

8

=

c

=

** Abu Daud, Sunan Abu Daud (Beirut: Dar Ar-Risalah Al->Alamiyah, 2009). 4: 490.
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ABH O

engingkarinya*’. Maka dari itu ijma’ tentang wasiat merupakan perkara yang

idak perlu diragukan keberadaannya.

1d19o

3. Hukum Wasiat

Iima’ yang terjadi di anatara para ulama dari berbgaai masa adalah tentang

ensyari’atan wasiat. Akan tetapi tentang hukum taklifi yang terkait dengan wasiat

ASNS NIN AW e

2 e

ferjadi perbedaan pendapat. Secara umum pendapat ulama seputar wasiat dapat

nei

diklasifikasikan beirkut ini:

Pertama wasiat diwajibkan kepada setiap muslim yang memiliki harta baik
sedikit ataupun banyak. Pendapat ini dipopulerkan oleh ulama Zhahiriah bernama
Ibnu Hazm. la mendasarkan pendapatnya kepada keumuman lafazh kutiba
(diharuskan) dalam surah al-Bagarah ayat 180 dan dikuatkan dengan pendapat

g;?)eberapa ulama dari kalngan tabi’in, seperti Thawus, Al-Zuhri, dan Thalhah bin

%Mutharrlf45

%. Kedua wasiat diwajibkan bagi kerabat dan keluarga yang terhijab dari hak
gmewarisi. Artinya jika seseorang mengetahui ada di anatra keluraga dan
gikerabatnya yang terhijab untuk mendapat warisan, maka ia diharuskan
Emewasiatkan sebagian hartanya untuk kerabatnya yang terhijab. Seperti pendapat
;'jsebelumnya, pendapat ini didasarkan pada perintah dalam surah al-Bagarah ayat

80, akan tetapi keberlakuan perintah tersebut ditakhshish dengan hadits yang

nery wisey juedg u

* Zuhaili, Figh Al-Islam Wa Adillatuhu. Op.Cit. 8: 11.
* Wahbah Zuhaili, Tafsir Al Munir Fi Al-"Agidah Wa As-Syari’ah Wa Almanhaj (Beirut:
Dar Fikr, 2009). 1: 485-487.
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ABH O

elarang warisan bagi ahli waris*®. Oleh sebab itu perintah wasiat tetap berlaku,

lamun peruntukannya dikhususkan pada kerbaat yang tidak menerima warisan.

1__>d|0

Ketiga adalah pandangan Jumhur Ulama dari Hanafiyah, Malikiyah,

yafi’iyah, Hanabilah dan Zaidiyah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa tidak

S-NIgATw e

erdapat kewajiban bagi setiap muslim untuk berwasiat. Pendapat ini memandang
ahwa perintah dalam suarah al-Bagarah ayat 180 telah dinasakh dengan hadits

yang melarang wasiat bagi ahli waris dan ayat seputar warisan. Dikarenakan Allah

n@a egsn

SWT telah menetapkan pengelolaan harta peninggalan dengan hukum faraidh,
maka kewajiban berwasiat dipandang telah dinasakh dan tidak berlaku®’. Maka
dari itu jumhur ulama berpandangan wasiat memiliki beberapa alternatif hukum
yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah sesuai situasi dan kondisi yang

terkait dengan seseorang dan keluarganya.

;s? Tiga pendapat di atas didasarkan pada perbedaan metode ulama dalam
gmemahami nash seputar wasiat. Sebagian ulama berpegang teguh pada keumuman
Ehash, sebagian yang lain memandang perintah waisat telah ditakhsish dan
Efnayoritas ulama memandang perintah wasiat telah dinasakh. Akan tetapi

endapat yang lebih populer adalah pendapat ketiga dikarenakan pendapat ini

isepakati empat mazhab yang diikuti hampir seluruh umat Islam di dunia.

nery wisey| yiredg uejng yo A1rs1d

6 Zuhaili. Loc.Cit.
47 Zuhaili. Ibid.
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4. Rukun Dan Syarat Wasiat

a. Rukun Wasiat

Islam telah menetapkan aturan yang rinci dan jelas seputar wasiat. Sebagai

Nllw eydiodeq @

—Z%alah satu perkara yang dianjurkan, wasiat rumusan yang tegas dan jelas tentang

) ’ . .
crukun dan syaratnya. Jumhur ulama menjelaskan rukun wasiat dan membaginya

) S

“menjadi empat perkara, yaitu*®:

neiy

a)  mushi (pemberi wasiat)
b) musha lah (penerima waisat),
c) musha bih (objek wasiat)
d) shighat (lafaz ijab dan kabul).
ljab yang dimaksud dalam persoalan ini adalah ucapan mushi untuk

memberikan harta atau manfaat tertentu kepada musha lah sepeninggalnya nanti.

3

-5}
#Sedangkan kabul adalah ucapan musha lah yang menerima pemberian tersebut.

Sayid Sabig menjelaskan tentang shighat yang merupakan salah satu

Q drure[s

ukun dari wasiat. Beliau merinci shighat ke dalam ijab dan kabul. Mengenai ijab,

eliau menjelaskan bahwa perkara mutlak diharuskan ada dalam setiap wasiat.

o £}rsAru

Artinya wasiat hanya dapat terjadi jika ada ijab dari mushi*. Sedangkan kabul,

LS j

dak diharuskan ada pada setiap wasiat. Dalam hal mushi mewasiatkan hartanya
epada masjid, sekolah, rumah sakit dan lembaga semisalnya, maka kabul tidak

iharuskan ada. Sedangkan jika wasiat ditujukan kepada seseorang, maka kabul

nepy wisey jredg ue)y

* Moh. Yasir Fauzi, “Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam
Hukum Islam,” Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah 9, no. 1 (2017): 103..
* sabiq, Figih Sunnah. Op.Cit. 3: 418.
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%eH O

arus dinytakan oleh musha lah atau walinya jika musha lah merupakan

1dio

leseorang yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum.
b. Syarat Wasiat

Seluruh rukun yang wajib ada dalam wasiat, terdapat beberapa syarat yang

ASNS NIN XlTw e

erkandung di dalamnya. Untuk lebih rincinya syarat-syarat wasiat dipaparkan

ée

flalam poin-poin berikut ini:

nei

a) Pemberi Wasiat (Mushi)

Aturan terpenting yang dipersyaratkan kepada mushi (pemberi wasiat)
adalah kemampuan dan kecakapan untuk mentasharrufkan harta yang dimilikinya
dan menyerahkannya kepada orang lain. Oleh sebab itu, mushi harus seorang

mukallaf (orang yang dibabni aturan syari’at). Di samping itu ia harus menetapkan
w

-+

§dan mengucapkan wasiat dengan penuh keridhaan dan tanpa paksaan dari

“siapapun. Jika dirinci, syarat yang melekat pada mushi adalah®;

1) Islam

2) Baligh
3) Berakal
4) Merdeka

5) Tanpa Paksaan

b) Penerima Wasiat (Musha Lah)

neny wisey JireAg ueing jo A}JIsIdAIuU) d1ur

%0 Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, ed. Ulfatun Hasanah (Surabaya:
Pustaka Radja, 2016). 116.
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@

T

= Bagi Penerima wasiat, terdapat beberapa syarat berikut ini:

(@]

-

@ 1) Masih Hidup Ketika Wasiat Diucapkan

3

i Mayoritas Ulama mempersyaratkan penerima wasiat harus hidup ketika
U)Z/vasiat diucapkan dalam hal musha lah adalah perorangan. Adapaun jika
=

“penerima wasiat telah meninggal terlebih daulu sebelum wasiat terlebih dahulu

o B

debelum wasiat diucapkan, maka wasiat tersebut dipandang batal atau gugur.

nei

Akan tetapi sebagian ulama berpandangan jika musha lah telah meninggal terlebih
dahulu sebelum wasiat diucapkan, maka wasiat tersebut diserahkan kepada ahli

waris dari musha lah yang telah wafat sebelum wasiat diucapkan.

2) Bukan Pembunuh Pemberi Wasiat

Sah atau tidaknya wasiat yang diberikan kepada seseorang bergantung

ada peristiwa kematian pemberi wasiat. Imam Abu Yusuf sebagai salah satu

IS

okoh terkemuka dari kalangan Hanafiyah menjelaskan bahwa pembunuh mushi

TULe|s

pemberi wasiat) tidak diperkenakan menerima wasiat secara mutlak. Bahkan jika

g2ATUQ D

eluruh ahli waris dari mushi mengizinkan dan ridha akan wasiat yang diucapkan

ushi, menurut Abu Yusuf wasiat tersebut tetap gugur dan tidak sah®.

03&4}5

Beberapa ulama dari kalangan hanafiyah kemudian menjelaskan makan

S,Uelns J

ari pendapat yang dikemukakan Abu Yusuf di atas. Pembunuhan yang dimaksud

ebagai penggugur wasiat adalah pembunuhan yang mengandung unsur

M jpreh

Ise

kesengajaan (qathlu al-‘amdi) atau akibat dari niat menganiaya (gathlu syibh al-

nery w

5! Tagiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Ad-Damasyki As-Syafi’i, Kifayatul Akhyar
(Damaskus: Dar Al-Basyair, 2001). 488.
52 Zuhaili, Figh Al-Islam Wa Adillatuhu. Op.Cit. 8: 13-14.



NVIE VISNS NIN

‘nery eysnS NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul SN} eAIBY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

)

3,
\Iyﬂ

U

|
'

&

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBnisw yepn uednnbusd 'q

‘yejesew mens uenelun neye Ly uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbusd e

h

JJlaquuins ueyingaAusiu uep ueywnjueouaw edue) 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibeqgss diynbuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq ediy yey

32

EH®

amdi). Sedangkan jika pembunuhan yang terjadi antara musha lah dan mushi

A

édID

erupakan pembunuhan tidak sengaja (qathlu al- khatha’), maka dengan seizin
hli waris, wasiat tersebut dipandang sah®?.

Sedangkan ulama Malikiyah memandang sah wasiat yang diperuntukkan
agi pembunuh mushi dengan beberapa persyaratan. Pertama wasiat ditetapkan
an diucapkan oleh mushi setelah terjadinya upaya pembunuhan seperti memukul

i organ vital, menyiksa dan menganiaya. Kedua mushi (pemberi wasiat)

NeJYy BYSNS NIN M!ILU .

mengetahui dan menyadari bahwa orang yang melakukan kekerasan kepadanya
adalah orang yang akan ia beri wasiat berupa harta atau manfaat yang
dimilikinya®.

Pendapat di atas menitikberatkan pada keridhaan dari pemberi wasiat.
Artinya sekalipun penerima wasiat telah mendatangkan rasa sakit yang amat berat
g,](epada pemberi wasiat, ia masih mungkin menerima wasiat selama pemberi
==@/vasiat ridha. Akan tetapi jika pembunuhan dilakukan setelah wasiat ditetapkan,

éfnaka wasiat yang diberikan kepada pelaku pembunuhan tersebut dipandang batal

a&_u
QD
]
«Q
c
«Q
c
=

3) Penerima Wasiat Diketahui Secara Jelas
Pemberi wasiat hendaknya mengetahui dengan jelas dan pasti tentang

enerima wasiat. Jika penerima wasiat adalah seseorang maka harus jelas

2AS upiIng jo Ajrsa

kepribadiannya, ciri-cirinya, agamanya dan nasabnya. Sedangkan jika berwasiat

Jux

epada lembaga , maka harus jelas lembaga tersebut bergerak di bidang apa,

empatnya dan perannya kepada masyarakat. Tidak diperkenankan berwasiat

nery Wise

53 zahrah, Ahkam At-Tirkat Wa Al-Mawarits. Op.Cit. 10.
 Abdurrahman Al Jaziri, Figh ‘Ala Mazahib Al-Arba’Ah (Beirut: Dar Kutub al-
‘Alamiyah, 2003). 3: 680.
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epada seseorang atau lembaga yang tidak jelas (majhul lah), karena wasiat

1d1o yeH @

epada seseorang atau lembaga yang tidak jelas seperti tidak memiliki tujuan dan
hal itu tidak diperkenankan.
4) Bukan Ahli Waris Dari Pemberi Wasiat

Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpandnagan

SNS NIN X!KJ e

&

ahwa wasiat yang diberikan atau diperuntukkan kepada ahli waris tidak sah dan

idak berlaku. Ulama dari empat mazhab tersebut mendasarkan pendapat mereka

nely e

pada hadits riwayat Darulquthni yang melarang wasiat kepada penerima
warisan™. akan tetapi jika wasiat kepada salah satu ahli waris disepakati seluruh
ahli waris lainnya, maka hal itu diperkanankan. Sedangkan ulama dari Syi’ah
Imamiyah memperkenankan wasiat kepada ahli waris secara mutlak. Baik
mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris atau tidak, wasiat kepada ahli waris
etap sah dan berlaku.

c) Sesuatu yang Diwasiatkan (Musha Bih)

Ada beberapa syarat melekat yang harus dipenuhi tentang benda atau

u) drweysy 338iS

T

esuatu yang menjadi objek wasiat, di antaranya adalah®®:

1) Sesuatu yang diwasiatkan merupakan milk at-tam (milik sempurna)
dari pemberi wasiat. Artinya benda tersebut bukan merupakan
hutang, gadai atau benda yang dimiliki oleh orang lain.

2) Sesuatu yang diwasiatkan berupa harta atau manfaat yang nyata.

Artinya tidak diperkenankan berwasiat dengan sesuatu yang tidak

nexy wise)] JiieAg uejng jo A31siap)

% Mubhajir, “Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180.” Op.Cit.
156.
%6 Muhajir. bid.
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jelas wujudnya, karena salah satu yang diharapkan dari wasiat adalah
mendatangkan kemaslahatan bagi musha lah (penerima wasiat).

3) Objek wasiat tidak termasuk sesuatu yang dilarang dalam syari’at.
Jika wasiat mengandung unsur pelanggaran kepada ajaran Islam,
maka wasiat tersebut gugur dan tidak boleh dilaksanakan.

4) Objek wasiat merupakan sesuatu yang mungkin untuk dipindahkan

kepemilikannya dan sah menurut syari’at.

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

d) ljab dan Kabul (Shighat)

Shighat merupakan akad serah-terima anatar pemberi wasiat dan penerima
wasiat. Akan tetapi sebagaiman yang telah penulis paparkan, bahwa dalam
kondisi musha lah bukanlah perorangan seperti masjid dan lembaga amal, maka

9]
ckeberadaan kabul tidak mutlak adanya. Adapun syarat ijab dan kabul wasiat

9

“adalah sebagai berikut®:

1) ljab dan Kabul harus dilandasi keridhaan dari setiap pihak, tidak
boleh ada unsur paksaan bagi pemberi dan penerima wasiat.

2) ljab dan kabul harus diucapkan secara tegas dan jelas. ijab harus
mengandung kalimat pemberian yang jelas dan mudah dimengerti,
begitu pula dengan kabul yang harus menggunakan kalimat lugas

dan tidak bertele-tele.

nery wisey JireAg uejng jo AJIsIdA1u) d1we

57 A. Khisni, Hukum Waris Islam, 6th ed. (Semarang: Unissula Press, 2017). 83.
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3) ljab dan kabul harus dilakukan oleh dua orang yang memenuhi
persyaratan wasiat, baik mushi (pemberi wasiat ) atau musha lah

(penerima wasiat)

5. Sebab Melaksanakan Wasiat
Menurut ahli hukum Islam, ada beberapa faktor yang mendrong seseorang

untuk berwasiat, yaitu®:

nNely e)xsng NN Y!tw eydio yeH @

a. Sakit Keras

Yaitu kondisi seseorang tang mengalami sakit cukup lama,
dengan penyakit yang sulit disembuhkan dan mengancam
keberlangsungan hidupnya. Indikator tentang lama dan kerasnya
penyakit yang diderita seseorang dapat diketahui melalui
pertimbangan medis yang disampaikan oleh dokter atau orang yang
dipandang cakap mengurusi kesehatan. Setelah mengetahi secara
menyakinkan bahwa penyakit yang diderita seseorang sukar
disembuhkan dan sangat mengancam nyawanya, di saat itulah ia

dianjurkan berwasiat.

b. Situasi Perperangan
Situasi perperangan adalah situasi yang penuh dengan
ancaman terhadap jiawa setiap orang. Di tengah permusuhan disertai
senjata yang diiringi keinginan membunuh satu sama lain, maka jiwa

seseorang dapat meninggalkan jasadnya setiap saat. Oleh sebab itu,

nery wisey JireAg uejng jo A}JISId9AIU) dJTWER[S] 3)€I§

%8 Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam. Op.Cit. 42.
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dalam kondisi perang wasiat harus diucapkan bagi mereka yang
memiliki sesuatu untuk diwasiatkan.
c. Hendak Melakukan Perjalanan
Perjalanan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah
perjalanan jauh yang memiliki kesulitan dan ancaman. Dalam
perjalanan jauh tidak jarang terjadi kecelakaan, pembunuhan dan

perampokan, yang dapat dialami para musafir melalui darat, laut

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

dan udara. Maka dari itu orang yang hendak melakukan perjalanan
jauh sangat dianjurkan menetapkan wasiat.

Wasiat dalam tiga kondisi di atas dianjurkan kepada orang-orang terdekat
atau kerabat. lkatan emosional yang kuat diiringi rasa sayang sering menjadi
landasan pemberian wasiat kepada seseorang. Namun perlu diperhatikan bahwa

iﬁerabat yang diberi wasiat tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan
n@/varisan. selanjutnya di antara kerabat yang tidak mendapat warisan, maka kerbaat
%/ang lebih dekat harus lebih diutamakan dibanding kerbata yang lebih jauh. untuk

=
glebih rincinya, urutan kerabat yang lebih berhak menerima wasiat adalah sebagai

SI

D
=.
Sy
c
~—+
al
©

1) Kerabat Dzawil Arham
2) Kerabat karena sepersusuan (radha’'ah)
3) Kerabat karena hubungan perkawinan (mushaharah)

4) Tetangga (jiran)

neny wisey JireAg uejng jo

%> Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rofi’i, Al-Muharroru Fi Figh Imam As-Syafi i, 1st
ed. (Kairo: Dar As-Salam, 2013). 895.
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6. Penyebab Batalnya Wasiat

Wasiat dipandang batal jika terjadi kecacatan dalam keabsahannya. Dalam

lw e1dio yeH o

—keadaan demikian, wasiat dipandang kehilangan kedudukan hukumnya sehingga

n A

gvasiat tidak dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, jika wasiat dipandang batal,
w
ocqmaka wasiat dipandang tidak pernah diucapkan dan ditetapkan oleh seseorang.
5

;Untuk lebih jelasnya, penyebab batalnya wasiat dipaparkan dalam beberpaa poin

Sberikut ini®:

a. Pemberi wasiat (mushi) membatalkan waisat yang telah ia ucapkan.
Pembatalan ini disyaratkan harus zhahir (nyata), baik melalui ucapan
yang jelas dan tegas atau melalui surat resmi yang dapat dipertanggung
jawabkan secara hukum. Selain ucapan dan surat, wasiat juga dapat
dibatalkan dengan ti ndkaan hukum mushi yang menghalangi penerima
wasiat untuk menguasai objek wasiat sepeninggal pemberi wasiat.
Tindakan hukum tersebut dapat berupa menjualnya dan mengalihkan
kepemilikannya.

b. Penerima wasiat (musha lah) menolak wasiat yang akan diberikan
kepadanya .

c. Objek wasiat tidak dapat diakses (ghaib), rusak dan hilang sehingga
mustahil bagi musha lah untuk memilikinya sepeninggal mushi

d. Syarat-syarat yang harus melekat pada rukun wasiat tidak terpenuhi

e. Jumlah objek wasiat melebihi sepertiga dari harta peninggalan mushi

nery wisey JireAg uejng jo A}JIsId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG

% Rohidin, Pengantar Hukum Islam, ed. Nasrudin, 1st ed. (Bantul: Lintang Rasi Aksara
Books, 2016). 73.
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Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa para ulama telah
enetapkan konsep perwasiatan secara jelas dan spesifik baik dari segi defenisi,
ukum wasiat menurut sangat berhubungan dengan kondisi pewasiat, maksud

3landasan hukum, syarat dan rukun, serta perkara yang berkaitan dengan wasiat.
tau tujuan wasiat dan jumlah harta yang dimiliki.
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Kajian Teoritis Tentang Wasiat Wajibah

1. Pengertian Wasiat Wajibah

Penjelasan seputar wasiat telah penulis paparkan pada pembahasan

Nw eydro GEH @

—2¢>ebelumnya, sedangkan dalam bagian ini, fokus bahasan adalah tentang wasiat
Zc:\)Najibah. Yaitu mengaitkan kata wasiat dengan wajib yang merupakan salah satu
%ukum taklifi sebagai tuntutan untuk dikerjakan disertai larangan untuk
%itinggalkanel. Pendek kata, wasiat wajibah secara bahasa adalah wasiat yang
dalam pelaksanaannya melekat kewajiban menurut berdasarkan ketentuan syari’at
Islam.
Sejatinya nomenklatur wasiat wajibah tidak ditemukan dalam kitab fikih
klasik. Wasiat wajibah merupakan bentuk tajdid (pembaharuuan) hukum seputar
Jlmu faraidh. Maka dari itu wasiat wajibah kerap disebut sebagai salah satu

-5}
#bahasan fikih kontemporer, mengingat kemunculannya baru ditemukan dalam

’gﬁkih kontemporer.

I

Sedangkan menurut istilah, wasiat wajibah dimaknai sebagai tindakan atau

I2ATUN D

keputusan hukum dari hakim, pemerintah atau pejabat yang berwenang terkait

04318

harta seseorang yang telah meninggal untuk diberikan kepada orang tertentu,
engan jumlah tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada

ilai syari’at Islam®.

wisey] jrredAg uelns j

%! Hasan Matsum, “Menemukan Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti Melalui Metode Al

=Istigra’ Al Ma’nawi,” Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 2 (2017): 1-21.

=t %2 Idha Aprilyana Sembiring Yefrizawati, “Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan

=Hakim Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Medan Dan Pengadilan Agama Binjai)
Implementation,” Jurnal Mercatoria 1, no. 1 (2017): 79-98,
http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/731/643.

e
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@
>
: Sebagaimana wasiat wajibah merupakan putusan hukum dari pihak
%)erwenang atas seseorang yang telah meninggal dengan bersifat memaksa
%nengenai harta peninggalan dan peruntukan harta tersebut, ada beberapa aspek
gnendasar terkait wasiat wajibah, yaitu®:
; a. Wasiat wajibah tidak didasarkan atas pilihan yang menitikberatkan
% pada keinginan dan keridhaan pewaris (ikhtiyariyah). Hal ini
g dikarenakan pelaksanaan wasiat wajibah merupakan suatu
c
keharusan yang memaksa berdasarkan putusan dan tindakan
hukum penguasa.

b. Adanya kemiripan dengan faraidh (hukum kewarisan Islam)
seperti pembagian harta dengan ukuran satu banding dua untuk
laki-laki dna perempuan.

&
é Penerapan wasiat wajibah tidak dipengaruhi oleh kehendak dan pilihan

==E,jseseorang yang meninggal dunia. Wasiat yang telah ditetapkan pengadilan atau
éembaga berwenang akan tetap dilaksnakaan meskipun pewaris tidak
%nenyetujuinya bahkan tidak mengetahuinya. Oleh sebab itu, pelaksanaan wasiat
“g\-/vajibah tidak memerlukan bukti speerti saksi atau surat mengenai kehendak
%ewaris, melainkan dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Defenisi dan aspek mendasar seputar wasiat wajibah di atas menunjukkan

ahwa wasiat wajibah berbeda secara mendasar dengan prinsip wasiat yang

£e) Jiiedg ue

ipahami dalam fikih klasik. Maka dari itu ada sebagian ahli yang

I

§UJ

engklasifikasikan wasiat menjadi dua, yaitu wasiat ikhtiyariah dan wasiat

nei

83 Sukris Sumardi, Hukum Waris Islam Di Indonesia, 3rd ed. (Sleman: Aswaja Pressindo,
2013). 61.
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@)

ek

ijwajibah. Wasiat ikhtiyariah adalah wasiat yang didasarkan kepada keinginan
(@]

Spewaris sbegaimana pemahaman muslim pada umumnya tentang wasiat.
o))
g_Sedangkan wasiat wajibah tidak terkait dengan unsur ikhtiyariah dari pewaris,

=
cmelainkan pada putusan hakim di pengadilan®.

Dalam penerpaan hukum Islam di Indoensia, sebagaimana yang tercantum

alam KHI, wasiat wajibah dimaknai sebagai berikut®:

nely_eysns N

a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai
dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua
angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua
angkatnya.

2. Sejarah Wasiat Wajibah

Terminologi wasiat wajibah pertama kali dipopulerkan oleh Parlemen
Republik Arab Mesir yang menetapkan Qanun Washiyyah (Egiption Law Of

equest) atau Undang-undang Wasiat Mesir Tahun 1946 Pasal Nomor 71%.

I”Tl&}() %ISIBA!UH JIUTe|S] 2}elg

e

=Dalam ganun tersebut dijelaskan bahwa wasiat dapat terjadi dengan ketetapan

S

Eoengadilan tanpa keinginan pewaris.

I

SeXN J

% Jasni Sulong, “Kedudukan Mazhab Syafi’i Dalam Amalan Pembahagian Pusaka Dan
5Wasiat Islam Di Malaysia,” Jurnal Syariah 16, no. 1 (2008): 163-83.
% Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan
sPengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. 36.
= % Naily Fadhilah, “Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan
Relevansinya Dengan Konsep Waris Waris Pengganti Indonesia,” Al-Mawarid 3, no. 1 (2021):
51-62.
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Dalam undang-undang tersebut, wasiat wajibah diformulasikan dengan

erdio yeH o

ujuan mendatangkan rasa keadilan bagi cucu yang telah kehilangan oang taunya

W

—sebelum kematian pewaris dan ia terhijab dengan kehadiran anak yang lain dari

;r
cpewaris. Dikarankan cucu tidak dimungkinkan menerima harta warisan, maka ia

=

ofliberikan wasiat wajibah dari harta pewaris melalui putusan pengadilan yang

=
w

Zdidasarkan pada ganun wasiat. Adapun aturan wasiat wajibah yang berlaku di

A . ; 67
amesir adalah sebagai berikut °":
c

Pasal 76:

Jika seseorang yang telah meninggal tidak menetapkan wasiat yang
diperuntukkan bagi keturunan dari anaknya yang telah wafat ketika ia
masih hidup, atau anak tersebut wafat bersamanya, selama anak tersebut
memiliki hak untuk mewarisi jika ia hidup ketika pewaris meninggal
dunia, maka keturunan dari anak tersebut wajib mendapat harta warisan
melalui wasiat sesuai bagian yang dimiliki orang tuanya, dengan syarat
cucu tersebut bukanlah orang yang berhak menerima warisan dan pewaris
belum pernah memberi harta kepada cucu tersebut dengan cara selain
wasiat. Seandainya pewaris telah memberi sebagian dari hartanya kepada
cucu yang berhak menerima wasiat, dengan jumlah yang lebih sedikit dari
bagian waris orang tuanya, maka kekurangan dari bagian itu harus

disempurnakan dengan wasiat wajibah.

nery wisey JireAg uejng jo A}JIsId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG

" Pengadilan Tingkat Kasasi Mesir, “Qanun Nomor 71 Tahun 1946,”

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=405140, 2023.
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Wasiat wajibah diperuntukkan bagi keturunan garis pertama dari
anak perempuan dan dari garis keturunan anak laki-laki sampai seterusnya
ke bawah dapat menerima wasiat wajibah. Dengan syarat setiap tingkatan
menghijab tingkatan yang ada di bawahnya. Dan bagian yang diterima
setiap tingkatan dapat diterima tingkatan di bawahnya jika tingkatan yang
lebih tinggi telah tiada.

Pasal 77:

Apabila pewaris telah menetapkan wasiat kepada keturunannya
yang berhak menerima wasiat wajibah melebihi bagian yang berhak ia
teirma, maka kelebihan tersebut dipandang sebagai wasiat ikhtiyariyah.
Jika pewaris telah memberi wasiat kepada keturunan (cucu) yang berhak
menerima wasiat wajibah lebih seidkit dari yang berhak ia terima, maka
kekurangan tersebut wajib disempurnakan. Dan jika pewaris menetapkan
wasiat kepada sebagian cucu yang berhak menerima wasiat wajibah dan
tidak kepada sebagian yang lain padahal mereka berhak, maka cucu yang
belum diberi wasiat harus diberikan bagian yang berhak diterimanya.
Bagian cucu yang tidak diberi wasiat penyempurnaan bagian cucu yang
masih kurang diambil dari sepertiga harta pewaris. Jika hartanya kurang,
maka wasiat wajibah dipenuhi dengan mengambil harta yang diwasiatkan

secara ikhtiyariyah.

Pasal 78:

Wasiat wajibah harus didahulukan atas wasiat yang lain. Jika

pewaris belum menetapkan wasiat kepada mereka yang berhak meneriam
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@
T
= wasiat wajibah dan mewasiatkan kepada orang lain, maka mereka yang
(@]
= berhak harus dipenuhi bagiannya dengan sepertiga harta pewaris,
job)
i sedangkan jika hartanya kurang, maka harta yang telah diwasiatkan bagi
=
(= kerabat yang tidak berhak menerima wasiaat wajibah diberikan kepada
=
7)) orang yang berhak.
o
5
£2 Pasal 79:
py)
-~
c
Dalam kondisi yang terjadi sebagaimana yang dijelaskan dalam
dua pasal sebelumnya, maka kelebihan wasiat ikhtiyariah dibagikan
kepada mereka yang berhak dengan memperhatikan dan menaati ketentuan
seputar wasiat ikhtiyariah.
Ketentuan yang termuat dalam beberapa pasal di atas merupakan ijtihad
9]
;D’:‘.ulama mesir untuk menghadirkan solusi bagi cucu yang terhijab. Dikarenakan
Emelalui warisan tidak ditemukan solusi dan jalan bagi cucu yang terhijab untuk
8

“mewarisi, wasiat wajibah dipandang tepat sebgaai hasil pembaharuan hukum di

un.

EI'\/Iesir. Dalam memaknai empat pasal wasiat wajibah dalam Qanun Mesir di atas,

Misbachul Munir memberikan beberpa penjelasan berikut ini®®:

a. Wasiat wajibah untuk keturunan laki-laki tidak terputus dan terus
berlaku seterusnya ke bawah, sedangkan bagi keturunan anak
perempuan, hanya terbatas pada cucu saja dan tidak berlaku pada

keturunan di bawahnya.

neny wisey JireAg uejng jo %st

% Sri Hidayati, “Ketentuan Wasiat W4jibah Di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer,”
AHKAM : Jurnal llmu Syariah 12, no. 1 (2012): 81-90, https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.982.
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b. Pewaris seumur hidupnya tidak pernah menyerahkan harta kepada

cucu yang berhak mendapat wasiat wajibah sebesar hak yang dapat
diterimanya.

Jumlah waisat wajibah dibatasi pada kadar sepertiga dari
keseluruhan harta pewaris dalam kondisi apapun. Baik jumlah cucu
yang berhak menerima wasiat wajibah banyak atau sedikit, terdiri
dari laki-laki, perempuan atau campuran laki-laki dan perempuan.
Jika yang berhak menerima wasiat wajibah campuran laki-laki dan
perempuan, maka berlaku aturan dua banding satu dengan bagian
laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

Wasiat wajibah lebih diprioritaskan dibanding waisat ikhtiyariah.
Jika pewaris telah menetapkan wasiat untuk kerabat yang berhak
menerima wasiat wajibah, tetapi jumlahnya kurang dari yang berhak
diterimanya, maka kekurangan tersebut disempurnakan sejumlah
harta yang berhak diterima orang tuanya jika masih hidup selama
tidak melebihi sepertiga keseluruhan harta. Akan tetapi jika harta
yang telah diwasiatkan melebihi hak melalui wasiat wajibah, maka
kelebihannya dipandang sebagai wasiat ikhtiyariyah atau wasiat
biasa. Kalau yang berhak menerima wasiat wajibah lebih dari satu
orang, ada yang diberi wasiat biasa ada yang tidak diberikan wasiat,
maka yang belum diberikan wasiat tersebut mempunyai hak atas
bagian wasiat wajibah. Apabila orang yang mewariskan hartanya

membuat surat wasiat biasa dan juga meninggalkan orang yang
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mempunyai hak atas wasiat wajibahnya, maka wasiat wajibah
dibayar terlebih dahulu dengan batasan 1/3, setelah itu jika terdapat

sisa barulah diambil bagian wasiat biasa dari sisa tersebut.

Setelah Mesir menetapkan aturan di atas dalam lembaran negaranya,
eberapa negara muslim mulai mengadopsi wasiat wajibah dalam perundang-

ndangan yang berlaku di negara tersebut. Untuk lebih rincinya berikut ini adalah

REIYLASAS NINN!lw ejdio yeH @

eberapa negara yang menetapkan wasiat wajibah setelah Mesir:
1. Suriah

Suriah adalah negara muslim pertama yang menetapkan wasiat wajibah
setelah Mesir. Enam tahun berselang sejak ditetapkannya ganun wasiat di Mesir,

suriah menetapkan wasiat wajbah melalui Syirian Law of Personal States 1952
9]

—

§Book IV dan V. Undang-undang tersebut menetapkan wasiat wajibah hampir
%erupa dengan aturan Mesir, akan tetapi Suriah tidak mengakomodir keturunan

gjari anak perempuan dan hanya membatasi wasiat wajibah bagi keturunan dari

69

ajTu
=
QD
2
>
2.
>
&,

@

E Selain pembatasan bagi keturunan anak-laki-laki, aturan wasiat wajibah
=]

Lo 2

gSuriah serupa dengan Mesir. Baik dari batasan, syarat dan keutamaan wasiat
Swajibah atas wasiat ikhtiyariah. Sebagai negara pertama yang menetapkan wasiat
9 2]

#wajibah, tampaknya ketentuan di Negara Mesir dipandang sesuai sekalipun Suriah
=

Zmelakukan satu perubahan.

92}

=2

=

.

=

% Fadhilah, “Pembaruan Hukum Waris Islam : Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya
Dengan Konsep Waris Waris Pengganti Indonesia.” Op.Cit. 55.
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2. Yordania

Yordania dan Suriah menggunakan aturan yang relatif sama tentang

—Wwasiat wajibah. Di dua negara muslim ini, wasiat wajibah hanya diperuntukkan

noiytw erdio ey @

g)agi keturunan dari anak laki-laki. Alasannya adalah cucu dari anak perempuan

»
gergolong dzawul arham. Dalam faraidh yang diberlakukan ulama Mazhab
=

Q;USyaﬁ’i, dzawul arham tidak berhak mendapat warisan, sehingga tidak perlu
cdiberikan harta pewaris melalui wasiat wajibah”. Karena dalam fikih Syafi’, yang

berhak menerima warisan adalah dzawul furudh dan ‘ashabah’.
3. Marokko

Di negeri Marokko/Maghribi seluruh persoalan mengenai kewarisan diatur

secara jelas dalam Hukum Perdata Marokko (Maroccoan Code of Personal
9]

%Status 1958 Books IV dan V), berbagai aturan dalam undang-undang tersebut,

%ecara garis besar didasarkan pada pendapat Mazhab Maliki, sebagai mazhab
8

éfnayoritas di benua Afrika, khususnya Marokko. Mengenai wasiat wajibah,

=
<Maroko mengadopsi ketentuan yang berlaku di Suriah dengan menetapkan wasiat

ISI

Zwajibah hanya diperuntukkan bagi keturunan dari anak laki-laki yang terhijab dari

(0]

;u'i}marta warisan. Sekalipun secara geografis lebih dekat dengan Mesir yang sama-

I

e

=sama bertempat di benua Afrika, Marokko tampaknya lebih condong mengikuti

nexry wisey JrreAg

"% Sumardi, Hukum Waris Islam Di Indonesia. Loc.Cit.
™ Tagiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Ad-Damasyki As-Syafi’i, Kifayatul Akhyar
(Damaskus: Dar Al-Basyair, 2001). 2: 261.
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EH ®

=pendapat Suriah yang tidak mengakomodir dzawul arham dalam wasiat

Swajibah™.

3,

4. Tunisia

Tunisia juga termasuk salah satu negara yang mengaadopsi ketentuan

asiat wajibah. Melalui Hukum Status Personal 1956 yang diberlakukan di

& BASNS NIAL e

hegara tersebut, wasiat wajibah memiliki payung hukum yang jelas dan terang.

nei

Secara substansi, Tunisia, mengikuti konsep Mesir dalam peruntukan wasiat
wajibah dengan memberi peluang bagi keturunan anak laki-laki dan perempuan
untuk menerima wasiat wajibah. Akan tetapi di Tunisia, wasiat wajibah hanya
dibatasi pada ketutunan pertama dari anak laki- laki dan anka perempuan.
Tampaknya Tunisia mengikuti konsep Mesir dengan memperhatikan kesetaraan

E@endern. Yaitu memberlakukan pembatasan pada tingkatan pertama untuk

o

Zketurunan anka laki-laki dan perempuan, sedangkan di Mesir hanya keturunan
j+¥]

Edari anak perempuan yang dibatasi pada tingkat pertama.

!

= _

5 5. Kuwait

E Kuwait memberlakukan wasiat wajibah dalam Qanun al-Washiyah al-
w0

“Wajibah 1971. Pelaksanaan wasiat wajibah di negara ini mengadopsi konsep dari
%]

3Mesir. Yaitu memberikan wasiat wajibah kepada keturunan dari anak perempuan

engan batasan thabagat al-ula, sedangkan untuk keturunan dari anak laki-laki

2 Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam. Op.Cit.72.

3 Endang Sriani, “Figih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender,”
TAWAZUN :  Journal  of  Sharia  Economic Law 1, no. 2 (2018): 133,
https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986.

nery wisey gred
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A4EH @

idak terdapat pembatasan tersebut. Aturan wasiat wajibah di Kuwait terbilang

ingkat karena hanya dimuat dalam empat pasal dalam ganun wasiat.

1dio

6. Pakistan

Pakistan menerapkan perubahan yang signifikan dalam aturan seputar

ukum kewarsan Islam (faraidh), khususnya dalam penerapan wasiat wajibah. Di

3 EXSNS NIN Xlfw e

hegara ini tidak terdapat pembatasan terhadap keturunan anak perempuan

nei

sebagaiman yang diterapkan di Mesir atau pembatasan pada thabagat ula
sebagaimana yang terdapat di Tunisia. Di Pakistan, wasiat wajibah yang
diaturndalam Muslim Law Ordinance Tahun 1961 diberikan kepada keturunan
dari anak laki-laki dan perempuan dengan prinsip kesetaraan dan tanpa batasan

tingkatan’®.

Ok

= 7. Yaman

(g°]

@

E Yaman merupakan salah satu negara di jazirah arab yang menerapkan
glvasiat wajibah. Melalui Qanun nomor 20 Tahun 1992 yang kemudian diubah
-

:-‘dalam Qanun nomor 24 Tahun 1999 dalam pasal 259. Secara umum wasiat
ngajibah di Yaman tidak jauh berbeda dengan Mesir sebagai penggagas awal.

kan tetapi terdapat beberapa kekhasan pada konsep yang diterapkan di Yaman,

ueIns j

useperti pensyaratan bahwa pewaris memiliki harta yang banyak, penerima wasiat
]

j=¥]
“wajibah mengalami kefakiran dan terdapat keutamaan lak-laki atas perempuan.

nery wisey|

" Fatum Abubakar, “Wasiat Untuk Ahli Waris ( Studi Komparatif Tunisia , Syria , Mesir
Dan Indonesia ),” Hunafa: Jurnal Studia Islamika 8, no. 2 (2011): 233-64.
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A4EH @

iga prinsip tersebut menunjukkan bahwa Yaman konsisten dengan prinsip

emaslahatan yang melandasi perumusan wasiat wajibah”>.

Selain tujuh negara di atas beberapa negara lain juga memberlakukan

NTw epdro

gvaisat wajibah dengan konsep yang tidak jauh berbeda dengan aturan yang telah
;-:)dipaparkan di atas. Di anatara negara yang menerapkan wasiat wajibah adalah
gMalaysia, Brunei Darussalam, Al Jazair, dan Sudan’®. Tampaknya terobosan
gﬁukum yang dilakukan ulama Mesir telah menginspirasi berbagai negara muslim

untuk menerapkan wasiat wajibah sebagai langkah solutif demi mewujudkan rasa

keadilan bagi cucu yang terhijab.
3. Dasar Hukum Wasiat Wajibah

Sebagai salah satu ijtihad ulama di masa kontemporer, wasiat wajibah
9]

%tentu memiliki landasan hukum syar’i. Sekalipun nomenklatur wasiat wajibah

2ys|

idak dinyatakan dalam Al-Qur’an dan hadits, terdapat beberapa dalil yang dapat

'ijadikan landasan mengenai wasiat waibah. Di antara dalil yang memayungi

f]cguu

u

Eljtihad ulama seputar wasiat wajibah adalah sebagai berikut (QS al-Bagarah [2]:

(o]
(=)
el

Z 2 E») P E>) 2 g - 2o 2

3 _ e _ Z, 7 -l A -~ A P _ s - Y - - -
$ . - * -
“.J..!‘ ) 4.3.:4),” |j§.>- ._IJ.: ()l &_)).AJ‘ {,5..\}‘}\4} ‘J/l VK_*.LD g'MS/

Ao
P g 82° - B I O o
Ty el Jo > Oy aadly o 3N15

N\

23

™ Presiden Republik Yaman, “Qanun Nomor 24 Tahun 1999 Sebagai Perubahan
SSebagian Atas Keputusan Republik Tentang Qanun Nomor 20 Tahun 1992 Tentang Ahwal
=Syakhsiyah” (Sana’a: Parlemen Umum Republik Yaman, 1999).

’® Subiyanti, Purwoatmodjo, and Santoso, “Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak
Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam.” Op.Cit. 316.
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1eH @

180. diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan
A(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk
Sibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas

—

Sorang-orang yang bertakwa’’.

Ayat di atas merupakan perintah secara tegas kepada setiap muslim yang

LN At

emiliki kelapangan harta untuk berwasiat kepada orang tau dan kerabatnya

etika tanda-tanda kematian telah mendatanginya’®. Wasiat yang diucapkan dan

¥SQS N

“ditetapkan oleh seorang muslim harus didasarkan pada nilai kebikan dan

d

gkemaslahatan serta keadilan. seseorang tidak boleh berwasiat tentang maksiat atau
berbuat ketidakadilan dalam berwasiat’®.

Tanda kematian yang dimaksud dalm ayat di atas adalah kondisi dimana
seseorang menurut akal tidak meiliki harapan hidup di dunia. Seperti sakit keras
yang tidak kunjung sembuh dan terus memburuk, atau seseorang yang telah

u()3|ijatuhi hukuman mati oleh pengadilan dengna berkekuatan hukum tetap. Jika

—

-5}
mseseorang mengalami salah satu kondisi tersebut, atau keadaan yang serupa
=)

@ahayanya, maka ia diharuskan berwasiat menurut ayat di atas.

I

Namun mengenai pemberlakuan ayat di atas, ulama berbeda pendapat.

n?2

Perbedaan pendapat ini didasarkan pada hadits nabi yang melarang wasiat kepada

JAIU

hli waris. Hadits tersebut berbunyi:

z
-0 % oz

ujgwj\pw&@y |38 4l &

7 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. Op.Cit. 27.

"8 |bnu Katsir, Tafsir Al Quran Al ‘Azhim (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2000) 97.;At-Thabari,
ami’ Al-Bayan ‘an at-Ta Wil Ayat AI-Quran (Beirut: Yayasan Ar-Risalah, 2001). 1: 253.

™ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi (Kairo: Pustaka Musthafa Babi Al-
Halabi, 1946). 1: 94.; Jalaluddin As-Suyuthi, Jalaluddin & Al-Mahalli, Tafsir Jalalain (Beirut:
Pustaka Lebanon, 2003). 52.
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Artinya: Sesungguhnya Allah SWT telah memberi kepada setiap orang hak
lang pantas ia terima, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris®.

Mengenai kaitan hadits tersebut dan surah al-Bagarah ayat 180, mayoritas
lama dari empat mazhab berpandangan bahwa perintah dalam ayat di atas telah

inasakh dengan hadits tersebut. Di antara alasan yang dikemukakan adalah

sng NI@Y!llw eydio yeq o

%

asaran wasiat dalam surah al-Bagarah adalah orang tua dan kerabat dekat yang

elah ditetapkan bagiannya dalam faraidh, sedangkan hadits di atas melarang

nely e

wasiat bagi ahli waris. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa hadits di atas
telah menasakh pemberlakuan perintah dalam ayat 180 surah al-Bagarah.
Pendapat lain dikemukakan oleh Fakhruddin Ar-Razi. la berpandangan
bahwa hadits di atas tidak menasakh perintah dalam surah al-Bagarah ayat 180.
Melainkan sesuai konsepsi dalam menafsirkan Al-Qur’an, ayat harus dipahami
erdasarkan ayat lain, hadits dan dalil lain. Berkenaan dengan perintah wasiat,

arus dipahami berdasarkan hadits di atas dan ayat faraidh®'. Artinya perintah

E‘£§I a;g_;g

%Iw

asiat harus diamalkan dengan membagi harta pusaka sesuai hukum faraidh yang
elah ditetapkan dalam syari’at. Sebagaimana firman Allah yang artinya ‘Allah

elah mewajibkan kepadamu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anak mu

Jo A11s1aA1U)

S

.......... " (QS an-Nisa [4]: 11).
Pendapat ketiga dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Hasan Al-Bashri, Thawus,
an beberapa tabi’in. Perintah wasiat surah al-Bagarah ayat 180 dipandang tetap

erlaku, namun tidak diperkenankan bagi ahli waris berdaarkan hadits yang telah

nery wisey JURAG uejm

8 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad Bin Hanbal (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2001).
36: 628.
81 Zuhaili, Tafsir Al Munir Fi Al-’Agidah Wa As-Syari’ah Wa Almanhaj.1: 486.
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icantumkan di atas®. Artinya seorang muslim tetap diwajibkan untuk berwasiat

1d1o yeH @

epada kerabatnya yang tidak berposisi sebagai ahli waris, atau ahli waris yang

L e

erhijab sehingga tidak menerima harta pusaka.

Pendapat di atas kemudian diperjelas oleh Ibnu Hazm Az-Zhahiri, At-

S,NIN

habari dan Abu Bakar bin Abdul ‘Aziz Al-Hanabilah bahwasannya wasiat
iwajibkan baik dalam aspek diyanah ( syari’at agama) maupun gqadha’an

enerapan hukum di pengadilan bagi orang tua dan kerabat yang tidak mewarisi.®

net!a e&sn

Baik disebabkan karena terhijab atau terhalang untuk mewarisi dengan sebab
tertentu seperti perbedaan agama. Jika pewaris belum menenetapkan waisat
kepada keluarga yang tidak menerima warisan, maka diwajibkan kepada ahli
warisnya untuk mengeluarkan bagian yang tidak dibatasi dan ditentukan untuk

diserahkan kepada keluarga yang tidak mewarisi.

;s? Berdasarkan ayat, hadits dan atsar di atas, para ulama khususnya di Mesir
gmenetapkan wasiat wajibah bagi kerabata yang tidak mewarisi, akan tetapi
Et'erkhusus bagi cucu. Kemudian pendapat ini diikuti oleh banyak negara
E<‘s',ebagaimana yang telah penulis paparkan di atas. Sedangkan di Indonesia, waisat

&éIS.Ia

wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat, namun dlama
enerpannya penerima wasiat wajibah di Indonesia terus mengalami

erkembangan karena penemuan hukum oleh hakim dalam mengadili perkara®.

82 Zuhaili. 1bid.

8 zuhaili, Figh Al-Islam Wa Adillatuhu. Op.Cit. 8: 121.

8 Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab, ‘“Pengaturan Dan
Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia,” Mimbar Hukum 22, no. 2 (2010): 311-29.
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4. Wasiat Wajibah Dalam KHI dan Perundang-undangan di Indonesia

Pemberlakuan wasiat wajibah di Indonesia terbilang memiliki kekhasan

ibanding negara-negara muslim lainnya. Jika di negera lain wasiat wajibah hanya

Nyy!w eydio yeq o

—2‘Jibatasi pada cucu, Indonesia memiliki konsep yang lebih luas berbeda secara

w
gmendasar. Seandainya di negara muslim lainnya terjadi perbedaan dalam
5

‘%nenerapkan wasiat wajibah, perbedaan hanya berada pada tataran teknis dan tidak
gﬁegitu prinsipil. Mesir dan Suriah misalnya berbeda tentang keturunan dari garis
perempuan atau Tunisia yang hanya membatasi pada thabagat ula (keturunan
tingkat pertama), di Indonesia khususnya dalam KHI, wasiat wajibah dibatasi
pada anak dan orang tua angkat.
Dari penjabaran tersebut, dapatlah diketahui bahwa KHI di Indonesia telah
memberlakukan/memberikan ketentuan wasiat wajibah kepada anak atau orang

-5}
7tua angkat yang tidak mendapatkan atau tidak diberi wasiat oleh orang tua atau

Is]

L3

=anak angkatnya. Pada hakikatnya, wasiat wajibah ini sebelumnya telah

DI

gdiupayakan (bahkan sudah ada) pelaksanaannya. Sebab, di samping upaya para
=

fulama, baik melalui uraian perorangan maupun perbincangan dalam seminar
fhukum waris, mereka sangat mendukung diberlakukannya wasiat wajibah ini. Di
%isi lain, ada beberapa fatwa Pengadilan Agama Indonesia yang sudah
=

3gnenerapkan ketentuan wasiat wajibah ini, yang menggambarkan bahwa prinsip
]

?’jyvasiat wajibah sudah dilaksanakan oleh sebagian Hakim Agama di Indonesia,
S 8

zantara lain®:

8

=

-

8 Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan
Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Op.Cit. 32.
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a. Fatwa Waris Pengadilan Agama Tangerang Nomor 40/1978, tanggal
27 Desember 1978.

b. Fatwa Waris Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 084/R/1980,
tanggal 6 Desember 1980.

c. Fatwa Waris Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 278/R/1980

Tanggal 22 Juni 1981.

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

Berbeda dengan faraidh yang memiliki aturan ketat, wasiat wajibah
memiliki aturan cukup longgar, sehingga amat memungkinkan terjadinya
pembaharuan. Pembaharuan pertama dalam wasiat wajibah di Indonesia adalah
memberikan harta peningalan pewaris kepada kerabat non-muslim. Dalam
beberapa putusan, hakim di lingkungan peradilan agama telah menetapkan wasiat
JWwajibah bagi kerabat non-muslim dari pewaris yang beragama Islam.

Diantara putusan yang menetapkan wasiat wajibah bagi kerabat non muslim

ISI 21e

“E;adalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995, putusan
gMahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung RI
=

®Nomor 16.K/AG/2010. Seluruh putusan tersebut memberikan harta dari pewaris

‘5/ang beragama Islam kepada kerabat non-muslim dengan jalan wasiat wajibah.

Misalnya dalam putusan Nomor 368.K/AG/1995 yang pertama Kkali

elns

u

menetapkan wasiat wajibah bagi kerabat non muslim. Mahkamah Agung
]
o8]
=menetapkan anak perempuan pewaris yang beragama Kristen mendapat harta

=
’:uigeperti anak perempuan yang beragama Islam®. Putusan ini dikarenakan bagian

ur

~8eorang anak perempuan dalam kasus tersebut tidak melebihi sepertiga harta,

nei

8 Yusuf Somawinata, “Wasiat Wajibah: Konsep Dan Pelaksanaannya Dalam Hukum
Positif Di Indonesia,” Al-Qalam 25, no. 1 (2008): 1-21.
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ABH O

aka dari itu anak perempuan yang bergagama kristen mendapat bagian sebesar

];DdID

lnak perempuan yang beragama Islam.
Beberapa putusan Mahkamah Agung di atas, sebagai pengadilan tingkat

ertinggi di Indoensia telah dipandang sebagai yurisprudensi bagi hakim-hakim di

SNIGH!IIW .

ingkungan peradilan agama. Salah satunya putusan Pengadilan Agama

abanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatra Utara Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-

Y eysn

=Kbj. Dalam putusan tersebut, hakim menetapkan wasiat wajibah bagi kerabat non-
c
muslim sebagaimana yang ditetapkan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung.
Fakta di atas menunjukkan bahwa sekalipun tidak terdapat dalam KHI,
penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia mengakomodir kerabat non-
muslim sebagai penerima wasiat wajibah. Melalui putusan-putusan di pengadilan,

tampaknya para hakim telah megambil sikap progresif yang tidak terlalu berfokus

9]
=pada aturan yang ada, sehingga penerapan hukum mengalami perkembangan.
(g°]

;”; Penerapan wasiat wajibah tampaknya terus mengalami perkembangan.
E'Selain anak angkat dan kerabat non-muslim, anak di luar nikah juga diberikan
%eluang untuk menerima wasiat wajibah. Sebagaimana yang tertera dalam putusan
gMahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VI111/2010, anak di luar nikah memiliki
iu'lhubungan keperdataan dengan ayah kandungnya.

g Selanjutnya putusan ini diakomodir dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia
%Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa putusan MK tersebut tidak ada

I

aitannya dengan hak waris, kewalian dan nafkah®. Namun laki-laki yang telah

erzina dan mengakibatkan kelahiran dari perzinahan tersebut dihukum untuk

nerywisey J

8 Imam Supriyadi, “Komparasi Anak Zina Dan Anak Angkat Menurut BW Dan Hukum
Islam,” The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law I, no. | (2020): 17-36.
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@

)

=memenuhi kebutuhan anak tersebut dan setelah wafatnya laki-laki tersebut,
o

%ebagian hartanya diberikan kepada anak yang lahir akibat perzinahannya dengan
icara wasiat wajibah.

g Dengan mematuhi Putusan MK dan mempertimbangkan Fatwa MUI,
gPengadilan Agama  Jakarta  Selatan = melalui  Penetapan = Nomor
%)156/Pdt.P/2013/PAJS menetapkan anak di luar nikah mendapatkan wasiat
gNajibah. Hakim menjadikan fatwa MUI sebagai salah satu pertimbangan lantaran
c

Putusan MK seputar anak di luar nikah belum diatur secara rinci dalam undang-
undang. Maka dari itu, fatwa MUI dipandang memadai karena MUI merupakan
lembaga yang didirikan untuk mengayomi umat Islam dan menerbitkan fatwa
seputar urusan agama, salah satunya adalah hak waris anak zina dengan jalur
wasiat wajibah.

Selanjutnya, wasiat wajibah kembali memiliki tambahan objek penerimaan.

LR

elalui Hasil Rakernas Mahkamah Agung 2015 pada poin C angka 9 menyatakan

ahwa dikarenakan pemberlakuan ahli waris pengganti dibatasi pada cucu, maka

unrure

I

ika seorang pewaris tidak memiliki anak dan saudaranya telah meninggal terlebih

A

&&51

ahulu, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dapat menjadi ahli

aris dan anak perempuannya menerima wasiat wajibah. Hasil Rakernas tersebut

I”Tl%}()

kemudian dikukuhkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun

ue

015 yang menjadikan rumusan Rakernas sebagai pedoman dalam memutuskan

oY JLIELS

erkara di tingkat pertama, banding dan kasasi di seluruh peradilan yang ada di

urrs

Indonesia.

nery
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Hasil Rakernas di atas merupakan tanggapan konsep ahli waris pengganti

ang telah dibatasi pada cucu pada Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2010%.

eldiodeH @

ebagai langkah solutif, pada Rakernas tahun 2015 anak saudara yang terdampak

embatasan tersebut diakomodir dengan wasiat wajibah. Dengan demikian
embatasan ahli waris pengganti tidak menimbulkan kekosongan hukum dalam
enerapan hukum kewarisan islam di Indonesia.

Perkembangan wasiat wajibah yang telah penulis paparkan di atas,

nelry eysng NIg

menunjukkan bahwa terdapat beberapa orang yang dimungkinkan menerima

wasiat wajibah di Indonesia, yaitu:

a. Anak dan orang tua angkat berdasarkan pasal 209 KHI

b. Kerabat non-muslim berdasarkan yurisprudensi dari Putusan
Mahkamah Agung

c. Anak di luar nikah berdasarkan Putusan MK dan Fatwa MUI

d. Anak Saudara yang terhijab berdasarkan Hasil Rakernas MA Tahun
2015 yang diberlakukan dengan SEMA 03 Tahun 2015

Penerapan wasiat wajibah di Indonesia tampaknya berpegang pada

SIQATU[) DTWIB]S] 2}e]1§

I

Qpandangan Ibnu Hazm berdasarkan riwayat shahabat dan tabi’in yangn memberi
o

%eluang cukup luas bagi kerabat yang tidak menerima warisan untuk mendapatkan
=

n=,Twasiat wajibah. Bahkan orang tau dan kerabat yang berbeda agama sehingga

9 2]
Eterhalang untuk mewarisi juga diakomosir oleh Ibu Hazm.

I

3

Selain pandangan di atas, Hukum Kewarisan Islam Indonesia mengenal

urise

stilah ahli waris penganti yang dipopulerkan oleh Hazairin melalui konsep

nery

8 Ahmad Zahari, “Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli Waris Pengganti Pasal 185
KHI Oleh Rakernas Mahkamah Agung RI Di Balikpapan Oktober 2010,” Jurnal Dinamika Hukum
14, no. 2 (2014), https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.300.
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©
L

2] . . .
=mawalinya yang cukup masyhur juga berpengaruh terhadap penrapan wasiat
(@]

Swajibah di Indonesia. Ketentuan ahli waris penganti telah mengakomodir cucu
job)

iyang terhijab bahkan naka saudara yang terhijab untuk menggantikan kedudukan

-~
corang tuanya yang telah wafat dalam menerima harta warisan. Ketentuan

N

ofnengenia ahli waris pengganti dalam KHI terdapat dalam Pasal 185 berikut ini®’:
a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang

nNeiy eysn

tersebut alam Pasal 173;

b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli

waris yang sederajat dengan yang diganti.
Sekilas terdapat kemiripan antara ketentuan ahli waris penganti dengan
wasiat wajibah yang diusung Mesir dan diadopsi negara-negara muslim. Akan
;getapi terdapat perbedaan yang cukup mendasar yaitu aturan wasiat. Dalam wasiat
==i'?,/vajibah terdapat batasan sepertiga dari harta yang dimiliki pewaris dan bagian
glang diperuntukkan bagi penerima wasiat wajibah dikeluarkan sebelum warisan

=
<dibagi. Sedangkan dalam konsep ahli waris pengganti tidak ada batasan sepertiga

(1]

Edan harta dibagi bersamaan dengan pembagian faraidh, karaena ahli waris
=]

%engganti dipandang benar-benar mengantikan kedudukan orang tuanya yang
=

;':telah wafat sebelum pewaris meninggal dunia.

Dikarenakan cucu yang berposisi sebagai kerabat yang sangat
embutuhkan harta pewaris telah diakomodir, maka wasiat wajibah diberikan

kepada anak dan orang tua angkat. Selanjutnya dalam mengeimplementasikan

perdursey JuIeAg

8 Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan
Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Loc.Cit.
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UIN SUSKA RIAU

siat wajibah, hakim di pengadilan memandang tedapat beberapa orang yang
atinya perlu diberikan wasiat wajibah bahkan kedudukan dan kedekatan

ama, anak di luar nikah dan anak dari saudara perempuan®.

J

mosionalnya lebih erat dibanding anak angkat. Di antaranya anak yang berbeda

% Hasan Basri and Muhammad Azani, “Asas Keadilan Dan Ahli Waris Pengganti Dalam

Praktik Kewarisan Masyarakat Berdasarkan Hukum Islam Dikecamatan Bantan Kabupaten

Bengkalis,” Perspektif Hukum 17, no. 1 (2018): 1, https://doi.org/10.30649/phj.v17i1.80.

S ‘© (o))
©H mm cipla nfilik 9IN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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@

T

=C. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hierarki
(@]

E, Perundang-undangan di Indonesia

= 1. Asal Usul SEMA

=

(= Awal kelahiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam hierarki
=

ohukum di Indonesia didasarkan pada pasal 12 ayat 3 Undang-undang Nomor 01
=

w

ZTahun 1950 tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung

(MA) Indonesia®. Sebagaimana yang diketahui, MA adalah Lembaga yang

nery

memiliki wewenang pengawasan terhadap peradilan di bawah kekuasaannya.
Untuk memaksimalkan wewenang yang diembannya, MA memiliki hak untuk
menyampaikan petunjuk, teguran, peringatan terhadap kinerja hakim melalui
surat edaran atau surat lainnya yang dipandang perlu.

Namun, di masa awal kemunculan SEMA, undang-undang yang ada

9]

=belum begitu memadai untuk mengatur proses berperkara di pengadilan. Sehingga
(g°]

:’:SEMA tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk administratif, tetappi juga memuat
8

~aturan bagi hakim dalam mengadili perkara di pengadilan®.

SEMA dari sisi fungsi dan peruntukannya termasuk aturan kebijakan,
arena SEMA biasanya ditujukan bagi hakim, panitera dan pemangku jabatan
ainnya di lingkungan peradilan. Namun dari aspek materinya, SEMA tidak dapat
igolongkan sebagai aturan kebijakan semata, melainkan dapat memuat aturan

ang mengikat. Misalnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1963

ery wisey Jreis ug_ung_go AjrsIaATun) QI

% Irwan Adi Cahyadi, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam
=Hukum Positif Di Indonesia,” Universitas Brawijaya 2, no. 1 (2014).
%2 Cholida Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum
Indonesia,” Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) 10, no. 2 (2020): 138-153.



‘nery eysnS NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul SN} eAIBY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

AV VISNS NIN
o0

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBnisw yepn uednnbusd 'q

‘yejesew mens uenelun neye Ly uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbusd e

ud

h)

3
\n,val

h

JJlaquuins ueyingaAusiu uep ueywnjueouaw edue) 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibeqgss diynbuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq ediy yey

62

ang menghapus beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

AdioyeH @

(KUHPer/BW)®,
Berdasarkan contoh di atas, dapat dipahami bahwa fungsi SEMA sebagai

turan kebijakan harus dipahami dengan lebih rinci. Keberadaan aturan kebijakan

SNIQYiwe

tau lebih dikenal dengan beleidsregel merupakan konsekuensi dari prinsip negara
ukum (rule of law). Aturan kebijakan adalah hasil kreasi pembuat kebijakan

yang bersifat otonom dari pejabat administratif sebagai upaya melaksanakan tugas

HQH E}Sﬂ

ketata negaraan.

Untuk mengetahui landasan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA), kita harus memperhatikan Undang-undang Mahkamah Agung yang
merupakan payung hukum dari penerapan SEMA. Pasal 79 Undang-undang No
14 Tahun 1985 tentang MA memberikan kewenangan menerbitkan produk
ukum (rule making) kepada MA.

Wewenang tersebut diberikan kepada MA demi menjamin maksimalnya

elaksanaan tugas MA sebagai penyelenggara peradilan di Indonesia. Yaitu

engan mengatur perkara-perkara rinci yang belum dimuat dalam aturan

erundang-undangan. Sebagaimana yang diterangkan dalam UU No 14 Tahun

985 bahwa MA berwenang menetapkan peraturan untuk mengisi kekosongan

lIE':”Tl$_JO %ISIB&}HH_&HHE]SI 81%18

hukum sesuai bidang tugasnya®*.

Peraturan yang ditetapkan MA khususnya SEMA tentu berbeda dengan

S Jraedg

turan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang yaitu presiden bersama

DPR. Sebagai penyelenggara peradilan, tentu MA hanya berwenang terhadap

Uurise

nery

% Hanum. Ibid.
% Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung” (Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1985).
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ejabat di bawah kekuasaanya®™. Sehingga Aturan yang diterbitkan MA tidak akan

O 4BH ©®

“melampaui kewenangannya dengan mengatur warga negara secara keseluruhan.

B

iDi samping itu, SEMA juga tidak dapat mengatur hal pokok dalam peradilan,
geperti alat bukti, sifat dan kekuatannya maupun beban pembuktian dalam
ozmengadili perkara.

2. Mekanisme Pembuatan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Otoritas penetapan Surat Edaran Mahkamah Agung berada di tangan ketua

nNeiy eysn

dan wakil ketua Mahkamah Agung. Dalam proses perumusan SEMA, Ketua MA
diperkenankan memperhatikan pendapat hakim ketua muda tentang pokok maateri
SEMA yang akan dirumuskan sesuai bidang tugas hakim ketua muda tersebut®.
Misalnya mengenai substansi pidana bagi penista agama, Ketua
Mahkamah Agung dapat mendengarkan pendapat dari ketua muda bidang pidana
%}(husus. Selanjutnya hakim yang dimintai pendapat menyatakan pandangan dan
gaendapat hukumnya sesuai permintaan Ketua MA. Berdasarkan keterangan yang
Ediberikan hakim ketua muda, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung

=
gfnerumuskan dan menetapkan SEMA sesuai ketentuan perundang-undangan yang

g
@D
—
QD
)

3. SEMA Dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Sebagaimana penjelasan sebelumnya mengenai awal terbentuknya Surat

eAg uejng jo

Edaran Mahkamah Agung, bahwa MA adalah lembaga tinggi negara yang

I

B J

ndependen dalam menjalankan dan mengawasi peradilan di Indonesia beserta

% Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia.”
p.Cit. 146.

% Mohammad Kamil Ardiansyah, “Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam
Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia,” Jurnal limiah Kebijakan Hukum 14,
no. 2 (2020): 361, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384.

l'lEé)_[ ujis
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elurun pengadilan yang mengadili perkara di seluruh tingkatan. Demi

24EH ©

1E(l)ptimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Mahkamah Agung berwennag
jab]

%nenerbitkan surat edaran yang merupakan perwujudan dari teguran dan petunjuk

Al

chagi hakim dan pengadilan di bawah kekuasaannya®’.

Paparan di atas menegaskan bahwa Surat Edaran mahkamah Agung

ertujuan meningkatkan pengawasan hakim dalam mengadili perkara di

ba| egsng N

fingkungan MA. Ketentuan tersenut di atur dalam Undang-undang No 14 Tahun

nel

1985 Tentang Mahkamah Agung. Dalam undang-undang tersebut, tidak
ditemukan redaksi secaara jeals mengenai Surat Edaran Mahkmah Agung,
sehingga muncul ketidakjealsan mengenai status hukumnya.

Akan tetapi, MA aktif menerbitkan SEMA secara rutin setaip tahunnya.
Sehinngga menunjukkan bahwa SEMA tetap berlaku dan mengikat hakim.

9]
5] andasan hukum yang memayungi keberlakuan SEMA saat ini adalah pasal 79

5
:’;Jndang-undang No 14 Tahun 1985 yang berbunyi®:

% “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan
:%agi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum
géukup diatur dalam undang-undang ini”.

iu')" Ketentuan di atas menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memiliki
g:*wewenang pembuatan hukum (rule making power). Dimana MA dimungkinkan
gmenerbitkan aturan yang menyangkut dengan peradilan selagi tidak dimuat dalam
%mdang-undang.

g.

o %" Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia.”

+¥]
=Op.Cit. 143.
% Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung.”
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Kewenangan di atas juga diperkuat dengan Pasal 10 Undang-undang No.
8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya terdapat prinsip
hakim tidak boleh menolak suatu perkara hanya didaasrkan atas ketiadaan hukum

ta ketidakjelasan aturan yang ada®. Maka dari itu, rule making power amat

ST e;,glo NeH @

ibutuhkan untuk menjamin terlaksananya tugas hakim dalam mengadili perkara

Bysn

ecara maksimal. Di samping itu, lambannya reproduksi hukum nasional juga

enjadikan kejadiran Surat Edaran Mahkamah Agung semakin urgent dalam

neyy

praktik berperkara di pengadilan.

Perihal penanganan perkara berbeda dengan persoalan sdminsitratif yang
dapat mengacu pada prinsip freis ermessen, sedangkan dalam penanganan perkara
diperlukan legalitas hukum bagi MA dalam mengisi kekosongan hukum. Maka
dari itu, rule making power harus dinyatakan dalam undang-undang, sebagaimana

gyang dinyatakan secara jelas dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 berikut

ni%:

dTuIe]sy

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan
Shukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan
<sebaga| pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan
wundang undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang
—Cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang
olnl Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan
Udengan peraturan  yang disusun oleh  pembentuk  Undang-undang.
:Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya
Emerupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian
uMahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak
:udan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat,
“kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban
Zpembuktian.”

92}

T

3
% Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
942009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia,
£2009).
1% presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung.”
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Aturan di atas menjelaskan bahwa Mahkamah Agung dapat menerbitkan

1d12 YeH @

;oeraturan dengan maksud mengisi kekosongan hukum yang belum di atur dalam

-undang-undang demi kelancaran hakim dalam mengadili perkara. Peraturan yang

=
—dlimaksud dalam pasal tersebut tentu tidak dapat dibatasi pada Peraturan

»
Mahkamah Agung (PERMA), melainkan segala peraturan yang diterbitkan MA

=
%ermasuk di dalamnya SEMA.,

4]
c

4. SEMA Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan seyogyanya memiliki struktur formal yang

ﬁdoaku dan jelas antara satu produk dan produk lainnya. Kejelasan tersebut
-5}

Eertujuan untuk memudahkan penalaran dan pemahaman yang kompherensif

né(_jalam mengejewantahkan peraturan yang ada dan berlaku®*.

I

Dalam Pasal 7 Undang Undang No. 12 Tahun 2011 dijelaskan hierarki

eraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang menetapkan

Q A}rsLaArup) 2

rutan dan tingaktan peraturan yang berlaku dari tingkatan tertinggi sampai

RS 3

ingkatan terendah. Adapun hierarki tersebut secara berurutan terdiri dari

&ue

ndang-Undang Dasar (UUD 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

TAP MPR), Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

nery wisey jured

to1 Otong Syuhada, “Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Peraturan Perundang-
Undamgan Di Indonesia,” Presumption Of Law 2, no. 2 (2020): 1-18.
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AEH @

Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Peresiden (Perpres), Peraturan

Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota'®.

Selain peraturan yang disebutkan di atas, Pasal 8 dari undang-undang

O !IW epdio

ersebut juga menngakui peraturan lain yang ditetapkan oleh Lembaga resmi

egara seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Menteri

ASNS NI

an Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peraturan yang ditetapkan lembaga

ersebut berlaku sepanjang diperintahkan oleh undang-undang dan menurut

nely e

kewenangan lembaga tersebut'®.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985
memerintahkan Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan yang dipandang
perlu dan belum diatur oleh undang-undang sesuai bidang tugasnya. Dengan
demikian keberadaan SEMA memiliki kedudukan yang kaut dan diakui dalam UU
0. 12 Tahun 2011 yang menjadi patokan dan pedoman dalam hierarki
erundang-undangan di Indonesia'®*

Meskipun kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak
Sekuat Undang-undang yang mengikat seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi
turan yang dimuat dalam SEMA mengikat seluruh hakim dan pejabat lain di
awah kekuasaan Mahkamah Agung. Sehingga menjadi keharusan bagi hakim

ntuk memedomaninya dalam memutuskan perkara.

Py jlaedg uejng jo &d}sxa&mn dTUIRYS] 183G

192 presiden Republik Indonesia, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

72011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan” (Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Republik

El'ndonesw\ 2011).

- 103 PreS|den Republik Indonesia. Loc.Cit.

=8 * Zaka Firma Aditya and Muhammad Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan

=Perundang Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In
Indonesia),” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 9, no. 1
(2018): 79-100, https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976.
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Selain hakim, para pihak yang berpekara di pengadilan baik pengadilan
mum maupun Kkhusus, di lingkup perdata atau pidana, juga terikat dengan

berlakuan SEMA. Maka dari itu, sekalipun hanya berupa aturan kebijakan,

O,HII;;LU eldio ey @

EMA memeiliki pengaruh yang besar dalam penegakan hukum di Indonesia.

Di samping itu, Surat Edaran Mahkamah Agung yang diposisikan di

egsng N |

awah undang-undang hanya dapat digugat keberlakuannya ke Mahkamah

ZAgung. Sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 9 Ayat 2 UU. No. 12 Tahun

gLy

2011 berikut ini*®
“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-
Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan
oleh Mahkamah Agung”
Mengingat SEMA merupakan produk Mahkamah Agung dan hanya dapat
igugat ke Mahkamah Agung, tentu cukup sulit untuk membatalkan keberlakuan

EMA. Karena Lembaga yang menerbitkan dan membatalkannya adalah

DIIHEJDSI 31&18

Lembaga yang sama®. Ketentuan ini tentu semakin mengokohkan peran dan

aAIun

ungsi SEMA sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh
pihak yang ada dalam proses peradilan di Indonesia.
Kokohnya posisi Surat Edaran Mahkamah Agung juga berpengaruh dalam

ukum kewarisan Islam di Indonesia. SEMA No. 03 Tahun 2015 salah satunya

B ueim 0 ISI
1245 upns jo Ay

ang mengubah keberlakuan beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam

ey !

KHI). Yaitu membatasi cakupan ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI pada

ucu pewaris.

nery wis

1% presiden Republik Indonesia, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan.”
1% Abu Daud, Sunan Abu Daud. 4: 490.



‘nery eysnS NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul SN} eAIBY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

AV VISNS NIN
o0

&

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBnisw yepn uednnbusd 'q

‘yejesew mens uenelun neye Ly uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbusd e

h)

3,
\Iyﬂ

-

h

JJlaquuins ueyingaAusiu uep ueywnjueouaw edue) 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibeqgss diynbuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq ediy yey

69

5. Kekuatan Hukum SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Dalam Membatasi

Keberlakuan Pasal 185 KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam yang

S NINYItw e}dio ey @

iberlakukan pertama kali di Indonesia. Melalui kajian panjang oleh para ulama

By sn

ndonesia, dirumuskanlah ketentuan fikih yang akan berlaku bagi masyarakat

uslim Indonesia. Khususnya dalam perkara perdata™®’.

neyy

Kajian panjang tersebut meliputi tiga metode yang dipandang
kompherensif dalam menyimpulkan aturan hukum Islam. Pertama, kajian kitab-
kitab fikih baik klasik maupun kontemporer yang meliputi kitab dari empat
mazhab dan kitab fikih perbandingan. Kedua, wawancara kepada para ulama yang
dipandang memiliki kapasitas mumpuni dan ketokohan sehingga mewakili suara

9]
=umat dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam. Ketiga adalah studi banding ke

(g°]

fjnegara-negara muslim di timur tengah sebagai rujukan dalam merumuskan aturan
8

éfnengenai hukum Islam di Indonesia'®.

=

E' Setelah melaui proses panjang, pada tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam
-t

42]

Q(KHI) diberlakukan secara resmi melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 01 Tahun
=]

A991. Inpres tersebut berisi perintah kepada Menteri Agama untuk
=

5

=)

9 2]

]

j=¥]

-t

=

A

o

=,

=2

=3

=8 19 Muhammad Gazali Rahman, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi
SHakim Pengadilan Agama,” Tahkim XI, no. 2 (2011): 66-88.

108" Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan
Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Op.Cit. 18-22.
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enyebarluaskannya sehingga dapat dipedomani oleh intansi pemerintah dan
asyarakat yang memerlukannya'®®
Tiga tahun setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam, muncul polemik

engenai kewarisan ayah dalam Pasal 177 KHI yang terkesan mengabaikan status

NG BédlﬂgeH @)

ashabah ayah dalam ilmu faraidh. Sehingga diterbitkanlah Surat Edaran

sng

2

ahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1994 yang menafsirkan Pasal 177

KHI dan menjelaskan bahwa ayah mendapat 1/3 dalam kasus gharawain ketika

neLy

pewaris hanya meninggalkan ayah, ibu dan suami. Di samping itu ayah
mendpatkan 1/6 bagian jika jika pewaris meninggalkan anak™°.
Sekalipun menggunakan kalimat tafsir, SEMA tersebut secara jelas

membatasi keberlakuan Pasal 177 KHI hanya berlaku dalam kondisi tertentu.

Perlu diketahui saat Inpres tersebut diberlakukan, Pengadilan Agama di seluruh

9]

Slndonesia ada di bawah kekuasaan Menteri Agama. Sehingga para hakim terikat
(g°]

:’;dengan Instruksi Presiden yang ditujukan kepada Menteri Agama yang
8

~membawahi seluruh hakim agama di Indonesia.

Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 1994 telah menegaskan kekuatan hukum

AJISIdATU) D1

Surat Edaran Mahkamah Agung dalam memberi penjelasan dan pembatasan

S, Jjo

erhadap pasal-pasal yang terdapat di dalam KHI, sepanjang dipandang perlu demi
ptimalisasi fungsi hakim dalam mengadili perkara. Terlebih lagi, sejak

erlakunya Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, Pengadilan Agama berada di

199 presiden Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam” (Jakarta: Sekretariat Negara Republik
thdonesm 1991).
10 Ketua Muda Mahkamah Agung RI. Urusan Lingkungan Peradilan Agama, “Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pengertian Pasal 177 Kompilasi Hukum
Islam” (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1994).

eLy wisey] Jugds upin
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awah pengawasan Mahkamah Agung, sehingga memperkuat posisi Surat Edaran

19 YBH O

~Mahkamah Agung dalam membatasi pasal-pasal dalam KHI, khususnya pasal 185

e1d

Stentang ahli waris pengganti'™®,

Mengenai kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam, perlu dipahami

ahwa KHI tidak mengikat hakim sejak berlakunya UU No. 03 Tahun 2006.

SNG-NIN X!

X

arena Instruksi Presiden yang menjadi payung hukum KHI hanya memuat

erintah kepada Menteri Agama, sedangkan hakim di pengadilan agama tidak lagi

ngjy e

memiliki ikatan hukum dengan Menteri Agama.

Dengan demikian, KHI memiliki posisi sebagai pedoman yang
mempermudah hakim dalam mengadili perkara'*?. Di samping KHI, hakim harus
memperhatikan dan mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung yang memberi
penjelasan atau pembatasan terhadap pasal-pasal KHI. Mengingat posisi
E?J\/Iahkamah agung sebagai Lembaga tinggi negara yang membawahi dan

engawasi seluruh hakim di Indonesia.

nery wisey JireAg uejng yjo AJIsIaAruq) dTWELS] 3

M Jyrusan Syari and Stain Manado, “Eksistensi, Kompilasi, Hukum Islam,” 2006, 1-15.
M2 Asril, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan,” Hukum Islam XV, no. 1 (2015): 28-45.
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@

T

Q:JD. Magashid Syari’ah

(@]

S 1. Pengertian Magashid Syari’ah

job)

i Secara etimologi magashid syari’ah berasal dari dua kata, yaitu magashid
=

cdan syari’ah. Untuk mendapat pemahaman yang utuh dan mendalam, perlu
=

oflipaparkan penjelasan dua kata tersebut sebelum dijelaskan istilah magashid
g .

Zsyari’ah.

py)

= Magashid berasal dari magshid yang merupakan bentuk mashdar mimi
c

dari fi’il madhi qashada. Secara bahasa gashada memiliki beberapa arti di
anataranya al-i 'timad (keteguhan), al-‘adl (keadilan), ityan as-syai’ (menuju
sesuatu), al-igtishad dan istigamah at-thariq (jalan yang lurus)**®. Tiga makna
tersebut menunjukkan bahwa gashada mengandung makna berpegang pada jalan
yang lurus dan memiliki keteguhan dalam menjalaninya. Kata tersebut juga
)

&mengisyaratkan nilai keadilan yang seyogyanya tercermin dari setiap ucapan dan

indakan*'*.

I51 @

Sedangkan syariah memiliki makna yang cukup beragam dari sisi

U dIure,

&

etimologi. Salah satunya adalah al-maalladzi tasyra’u fihi al-dawab (sumber air

&éIS.Ia

minum hewan dari tempat air mengalir). Sebagaimana yang diterangkan dalam

abda nabi yang berbunyi fa asyra’a nagatahu yang mengandung makna (lalu ia

lIE'I”TlS)}O

memberi minum untanya dengan mendekatkan merka ke tempat air mengalir).

g's

elain itu syari’at juga mengandung makna awdhaha (menjelaskan), bayan al-

asalik (menunjukkan jalan) dan tharigah al-mustagim (jalan yang lurus)**.

"2 Ibnu Al-Manzhur, Lisan Al-"4robi, Dar Shodir, 1995. 10: 273.

14 Ahmad Sarwat, Magashid Syari’ah (Jakarta: Rumah Figih Publishing, 2019). 10.

15 Muhammad bin Ahmad Al-Yubi, Magashid Syari’ah Al-Islamiyah Wa "Alaqutaha Bi
Al-Adillah As-Syari’ah, 1st ed. (Riyadh: Dar Al- Hijroh, 1998). 29.

nery, wisey i
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JeH O

edangkan dari sisi terminologi, syari’at adalah ketentuan dari Allah SWT yang

édlD

ajib diikuti setiap muslim menyangkut hukum-hukum yang jelas dalam setiap

spek kehidupan. Ketentuan tersebut sangat jelas dan lurus dan amat dibutuhkan

I e

anusia sebagaimana kebutuhan makhluk hidup kepada air*'°.

g

Berdasarkan pengertian magashid dan syariah di atas dapat dismpulkan
ahwa magashid syari’ah secara umum adalah tujuan diturunkannya aturan dan

etentuan Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Hadits yang konsisten dengan nilai

neLy eysns Ni

keadilan, moderat dan membawa umat ke arah jalan yang lurus. Secara lebih rinci,
terdapat beberapa keterangan ulama yang menjelaskan tentang defenisi magashid

syari’ah. D1 antaranya adalah paparan Muhammad Tahir bin ‘Asyur berikut ini:

Vs leans ol madll Jll e 3 poladl ol 315 Sl
117, . ¢ . o Ao )
Artinya: Berbagai makna dan hikmah yang diperhatikan oleh pembuat

(g"]

—svari’at (Allah SWT) dalam setiap penetapan syari’at atau sebagian besarnya
Edan hikmah dan makna tersebut tidak hanya terbatas pada jenis tertentu di antara

jels

Q
~
<
N
<
Ryl
Nyl
S
<
3
A
<
Q
S
Q
~

Keterangan Ibnu ‘Asyur di atas mengisyaratkan bahwa setiap aturan yang

S&BA!HH Al

itetapkan dalam syari’at memiliki hikmah tersirat yang dijaga dan dipelihara oleh

I

llah SWT. Hikmah tersebut tercermin dari seluruh aturan secara umum demi

oS 3.4

emaslahatan manusia. Kemaslahatan yang dimaksud bukan hanya terbatas pada

guej

ehidupan manusia di dunia, melainkan termasuk kehidupan akhirat.

ebagaimana penjelasan Muhammad Ali Jibran berikut ini:

Pl & sl dodal i a2l S I U

4

1

nery wisey] U',.IEA

1° Al-Yubi. Ibid.
Y Muhammad Thahir bin ’Asyur, Maqashid As-Syari’ah Al-lslamiyah (Doha:
Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Qatar, 2004). 3: 163.
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Artinya: Beberapa tujuan yang diturunkan melalui penetapan syari’at

ntuk dijalankan dan diwujudkan demi kemaslahatan manusia di dua alam (dunia

L eydio jeq @

an akhirat).

Pendapat Ali Jibran di atas menjadi pelengkatp keterangan Ibnu ‘Asur

S NIN AL

engenai substansi magashid syari’ah. Tujuan luhur yang terdapat dalam setiap
etentuan yang Allah SWT turunkan. Melalui perwujudan akan tujuan tersebut,

emasalahatan manusia dapat diwujudkan untuk kehidupan dunia dan akhirat.

n%&_&] E%]_Sﬂ

2. Pembagian Magashid Syari’ah Berdasarkan Tingkatannya
Ulama mengklasifikasikan maqgashid syari’ah berdasarkan ketergantungan
manusia terhadap mashlahat yang terkandung dalam syari’at'®. Karena tujuan
yang terkandung dalam setiap aturan syari’at memiliki kadar kamaslahatan yang
berbeda. Dalam menjelaskan kadar kamslahatan tersebut, terdapat perbedaan

9]
?,pendapat ulama mengenai tingkatan maqgashid syari’ah.

g- Sebagian ulama mengklasifikasikannya menjadi lima tingkatan yaitu
Edhamrat hajat, manfa’at, zinah dan fudul. Salah satunya pandangan Imam As-
§Suyuthi berikut ini:

5 g 13 5 B 51l gyl g 4 ) L g 55l

5 Ba a8 o S8l g Al §aSELoag § Gl US4

ﬂgv;jﬂ\ywéi\&{:w\j.r@\@ﬂ\ @gﬁr\}-\ @,}J\,\m
Ejjfoﬂ'@wﬂwjﬂbﬁ us}i L;MKZ»»;J el (:.J
120

A ST sl sl 5 ol

Artinya: Darurat adalah kond|3| yang mencapal batas dengan ketentuan
jika tidak mendapatkan hal yang dilarang terjadi kehancuran atau keadaan yang

nerLIsey| J1

8 Muhammad Ali Jibran, Magashid As-Syari’ah (Damaskus: Dar Fikr, 2006). 10.
19 sarwat, Magashid Syari’ah. Op.Cit. 14.
120 Al-Suyuthi, Al-Asybah Wa An-Nazhair (Lebanon: Dar Kutub al-"Timiyah, 1990). 172.
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©
L

=mendekati kebinasaan. Dalam keadaan tersebut diperbolehkan melanggar hal
%ang haram. Sedangkan hajat diumpamakan seperti seseorang yang kelaparan
dan jika ia tidak mendapatkan makanan akan terjadi kesulitan dan kepayahan,
“hamun tidak mengakibatkan kehancuran. Dalam kondisi ini tidak diperkenankan
3nelanggar keharaman, melainkan diberikan keringanan seperti membatalkan
Zpuasa. Selanjutnya manfaat dimisalkan dengan seseorang yang mengehendaki
croti berbahan gandum, daging kambing dan makanan yang mengandung lemak.
=Zinah bermakna hiasan, penerapannya dicontohkan dengan seseorang yang
omenghendaki gula, manisan dan pakaian berbahan sutra. Adapun fudul tercermin
cdari menkonsumsi hal haram dan syubhat secara berlebihan

w

Pandangan Imam Jalaluddin As-Suyuthi di atas mengklasifikasikan

ElY B

n

magqashid syari’ah secara rinci dan detail. Akan tetapi dari lima poin di atas,
antara manfa’at dan zinah terdapat kemiripan dari sisi substansi. Sedangkan
fudhul merupakan tindakan berlebihan yang bertentangan maqashid syari’ah.
Berbeda dengan As-Suyuthi, ulama lain berpandangan magsshid syari’ah
terklasifikasi dalam tiga tingkatan. Salah satu ulama yang mengemukakan hal ini

uadalah Imam Abu Hamid Al-ghazali, ia membagi magshid syari’ah menjadi

e

“dharuriyat, hajjiyat dan tahsiniyat'*. Klasifikasi ini merupakan konsepsi yang

aling terkemuka dalam pembahasan magashid syari’ah. Selain Al-Ghazali,

Lg] DI%E‘]S

endapat ini juga didukung ulama terkemuka lainnya seperti As-Syathibi, lbnu

‘Asyur dan Wahbah Zuhaili'?,

ISI9AI

Mengenai dharuriyat ulama di atas mengutarakan pandangan yang tidak

NS jo 43

auh berbeda dengan As-Suyuthi. Magashid dhaririyat dipandang sebagai

emeliharaan terhadap kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan ketentuan jika

_gue

ng{

agashid tersebut tidak terpelihara, akan terjadi kekacauan yang melahirkan

21 Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min ’Ilm Al-Ushul, ed. Hamzah bin Zahir
afizh (Madinah: Fakultas Syari’ah, Universitas Madinah, 2008). 2: 481.

122 ps-Syathibi, Al-Muawafaqat (Damaskus: Dar Fikr, 2006) 2: 8; Muhammad Thahir bin
’Asyur, Op.Cit. 3: 231 ; Wahbah Zuhaili, Ushul Al-Figh Al-Islami (Damaskus: Dar Fikr, 1986). 2:
1020-1025.

neLy WIsey]
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ebinasaan dalam kehidupan manusia dan menghilangkan kenikmatan di

1d1o yeH @

khirat'%,

Penerapan magashid dharuriyah tercermin dari penjagaan terhadap sisi

AW e

sensial dari lima aspek penting kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta
an keturunan. Seperti hukuman had bagi orang yang murtad dan kewajiban
erjihad dalam mempertahankan agama sebagai bentuk perlindungan terhadap

jaran Islam. Ancaman qishash bagi pelaku pembunuhan sebagai bentuk

nejy eysng NI

pemeliharaan akan jiwa. Larangan meminum khamr beserta hukumannya sebagai
wujud penjagaan akal. Larangan mencuri beserta hukuman hadnya untuk menjaga
harta dan kepemilikan manusia. Selanjutnya larangan berzina beserta hukuman
b124

hadnya demi menjaga keturunan dan keberlangsungan nasa

Tanpa pemeliharaan akan unsur dharuriyat, akan terjadi kekacauan dan

gkebinasaan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu menjaga unsur dharuriyat
:’;nerupakan perkara yang amat diprioritaskan dalam penerapan syari’at. Aspek-
Eéspek lain dapat dikesampingkan dalam kondisi dharurat, yaitu terancamnya
%naqashid dharuriyat sehingga daat mengancam keberlangsungan hidup manusia
gdan keselamatannya di akhirat.

iu')" Selanjutnya magashid hajjiyat merupakan hal-hal yang secara umum
gdibutuhkan dalam kehidupan. Akan tetapi ketiadaan perkara ini tidak
Lgmengakibatkan munculnya kondisi darurat atau potensi kebinasaan. Secara lebih

inci, Ibnu ‘Asyur menuturkan:

neny wisey j

123 As-Syathibi, Al-Muawafagat. Loc.Cit.
124 Zuhaili, Ushul Al-Figh Al-Islami. Loc.Cit.
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125 REN o . .
é)jja\é?o&ﬁ.Yé“.\\jMEAJ?:GAS\?J&&)TM\MU.W\JA
= Artinya: (Hajjiyat) adalah perkara yang pemenuhannya dibutuhkan oleh
—masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan dan keteraturan dengan baik.
g)engan ketentuan jika perkara tersebut tidak terpelihara keteraturan tidak rusak,

—hamun mendatangkan kekacauan. Oleh karena itu, perkara ini tidak
0gikategorikan dharuriyat.

w eldgoéeH @)

Pandangan di atas menegaskan posisi hajjiyat sebagai tingkatan kedua di

By sn

“antara tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam syari’at. Meskipun tingkat

ne

kebutuhan teerhadap hajjiyat tidak sekuat dharuriyat, keberadannya tetap
dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran. Sebagaimana Wahbah Zuhaili
menjelaskan bahwa hajjiyat adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk
mendatangkan kemudahan bagi mereka. Akan tetapi hilangnya perkara tersebut
tidak mengakibatkan kerusakan aturan hidup manusia, hanya saja mendatangkan

126 Oleh karena itu, posisinya satu tingkat berada di bawah

gkesulitan (masyaqgah)
haruriyat.

Penerapan hajjiyat dapat dilihat dari keringanan dan kemudahan bagi

N druwre|gy 3

etiap muslim yang menjalankan syari’at. Misalnya dalam perkara ibadah terdapat

ISIoALU

-

ukhshah jama’ dan gashar shalat dalam kondisi safar yang memenuhi syarat (89
M menurut Jumhur Ulama) atau diperbolehkannya mendirikan shalat dengan

osisi duduk ketika tidak mampu berdiri dan gugurnya kewajiban shalat bagi

S up3Ins_jo A3

°

anita yang sedang haid. Adapun contoh dalam perkara munakahat adalah

iperkenankan menjatuhkan thalag karena alasan dharurat. Sedangkan dalam

nery wisey Ji

125 Muhammad Thahir bin *Asyur, Magashid As-Syari’ah Al-lslamiyah. Op.Cit. 241.
126 Zuhaili, Ushul Al-Figh Al-Islami. Op.Cit. 1022.
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AEH ©

erkara pidana, diperkenankannya seorang wali dari korban pembunuhan

emaafkan pelaku®’.

Hilangnya beberapa hal di atas akan mendatangkan kesukaran dalam
enjalankan ajaran agama. Oleh karana itu, keberadaanya amat dibutuhkan
ebagai bentuk kemudahan dari Allah SWT. Setelah magashid hajiyat, terdapat
agashid tahsiniyat yang melengkapi keagungan syari’at Islam.

Selanjutnya adalah magashid tahsiniyat yang memberi perhatian kepada

nery eysng NIgQiIIw BédID

perkara yang dipandang elok menurut adat dan menjauhi perkara yang tercela

menurut akal. Sebagaimana paparan Wahbah Zuhaili berikut ini:

S 5 sl g S L s 5 Bl Lo G plall (2

G A du Y5 ol 3 AW pls Ju Y o 151, 33

A5 3 36 @ o Madl s 3 s il s (S Olipaod)

) 128
A

Artinya: Magashid tahsiniyat adalah berbagai kemaslahatan yang
sdibutuhkan oleh kemuliaan dan dimaksudkan untuk mengaplikasikan kebaikan-
Skebaikan adat dan kemulian akhlak. Seandainya perkara ini hilang, tatanan
gehidupan manusia tidak mengalami kerusakan sebagaimana ketiadaan
=dharuriyat dan tidak menimbulkan kesukaran sebagaimana ketiadaan hajjiyat.
SAkan tetapi kehidupan manusia akan menjadi tidak elok menurut orang-orang
@yang memiliki akal jernih. Oleh karana itu ia (hajjiyat) menempati posisi ketiga
Zdalam magqashid syari’ah.

Penerapan maqashid hajjiyah dapat dilihat dalam beberapa aspek.

S[ ?je3g

isalnya dalam persoalan ibadah dianjurkan menggunakan pakaian terbaik

As ueg_ng jo

engan memperhatikan keindahan. Selanjutnya dalam mu’amalah dilarang

éI.IE

enjual dan membeli najis. Adapun dalam bidang munakahat dianjurkan

erlemah-lembut dan berprilaku baik terhadap pasangan. Sedangkan dalam ‘adat

neny ugsey|

121 7yhaili. Ibid.
128 Zyhaili. Ibid. 1023.
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ianjurkan makan dan minum dengan mematuhi adab yang diperintahkan

pd1o yeH ®

Q
o
3
>

129

Selanjutnya maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan
engan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua
ategori, yaitu *;

1. Maslahat kulliyat, yaitu maslahat yang bersifat universal yang

kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak.

nery eysngNigy!liwe

Contohnya membela negara dari serangan musuh, menjaga
masyarakat dari permusuhan, menjaga Mekkah dan Madinah
agar tidak terjatuh dalam kekuasaan musuh Islam, menjaga Al-
Qur’an dari pemalsuan dan menjaga hadits dari usaha
pemalsuan.

2. Maslahat juz'iyat, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau
individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu‘amalah dan
munakahat. Hal ini dapat terlihat dari larangan mencuri,
larangan berzina dan hukuman yang menyertai pelanggaran
terhadap larangan tersebut.

Adapun maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang

mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Maslahat yang bersifat gath'i yaitu sesuatu yang diyakini

membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang

nery wisey JireAg ueing jo AJIsId9AIU) dTWER[S] 3)€IG

129 Zyhaili. Ibid.
B39 7uhaili. Ibid. 1028.
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@

T

= tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil

(@]

= yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif,

job)

i atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.

=

(= 2. Maslahat yang bersifat zhanni, yaitu maslahat yang diputuskan

=

%) oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari

g 1

43 syara'.

py)

= 3. Maslahat yang bersifat wahmiyah, yaitu maslahat atau kebaikan

c
yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan
lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan
manfaat.

3. Metode Penetapan Magashid Syari’ah

e

8 Dalam menentukan magqashid syari’ah dari suatu ketentuan dalam Islam,

(g°]

Eerdapat beberapa metode yang digariskan ulama. Berikut ini adalah beberapa

metode untuk menggali maqashid syari’ah:

Jiure

a. Istigra’ (induksi) terhadap ketentuan yang terdapat dalam syari’at
Istigra’ (induksi) adalah upaya untuk menghimpun berbagai data khusus
ang berkaitan degnan suatu masalah, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat

131

mum™. Metode ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu*3:

1) Istigra’ mengenai beberapa persoalan yang telah diketahui

‘illamya. Yaitu melalui penghimpunan beberapa ‘llah hukum

nepy wisey juredg uring yo Ajs1aarun

3! Miza Nina Adlini et al., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” Edumaspul:
Jurnal Pendidikan 6, no. 1 (2022): 974-80, https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6il1.3394.
132 Muhammad Thahir bin *Asyur, Magashid As-Syari’ah Al-lslamiyah. Op.Cit. 56-57.
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yang memiliki kesamaan, sehingga dapat ditarik suatu hikmah dari
ketentuan tersebut.

Contoh: Seorang muslim dilarang untuk meminang wanita
yang telah dipinag oleh saudaranya sebagaimana terdapat larangan
menwar dagangan yang telah ditawar orang lain. Dua larangan
tersebut merupakan bentuk pemeliharaan moral dan penjagaan
terhadap hak-hak sesama manusia yang dapat menjaga
keharmonisan interaksi sosial. Dengan demikian dapat dipahami
bahwa magqashid syari’ah dari larangan tersebut adalah memelihara
ikatan persaudaraan dan silaturahmi. Berdasarkan magashid
syari’ah tersebut dapat disimpulkan jika pelamar pertama telah
memberi izin, melamar permepuan tersebut diperkenankan
sebagaimana menawar dagangan dengan izin penawar pertama.
Istigra’ terhadap lafazh-lafazh Al-Qur’an yang memiliki makna
yang sama.

Istigra’ terhadap hadits-hadits yang mutawatir.

b. Menggali ‘7llah dari Perintah dan Larangan

‘lllah adalah karakter tertentu pada suatu perkara yang menetukan
keberlakuan dari suatu hukum. As-Syatibi memaparkan bahwa maqgashid syari’ah
anya dapat disimpulkan setelah ‘i/lat dari suatu perkara diketahui. Sedangkan
‘illamya belum diketahui, maka tidak dapat disimpulkan magashid

syari ’ahnya133.

133 As-Syathibi, Al-Muawafagat. Op.Cit. 394.
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Metode ini menekankan penetapan magashid berdasarkan beberapa
ertanyaan mendasar untuk mengetahui makna tersembunyi dari suatu perintah
an larangan. Misalnya mengapa hal ini dilaranga? atau mengapa hal itu

iperintahkan?  Melalui pembahasna tersebut, As-Syathibi menjadikan

NIt I eadio yeH o

opemahaman ‘illat sebagai landasan penetapan magashid syari’ah. Meskipun

sn

Zdemikian, ia tidak menyatakan ‘illat sebagai magashid, melainkan tanda atau

py)
oisyarat yang mengarahkan kepada magashid™**.

c

mengkonsumsi khamr karena ada karakter memabukkan pada minuman tersebut.

Misalnya, keharaman

Adapun maqashid dari larangan mengkonsumsi khamr adalah menjaga dan
memelihara akal.
c. Memahami Magashid Ashliyah dan Magqashid Tab 'iiyah
Semua ketetapan syari’at, ibadah maupun mu’amalah, memiliki tujuan
i)iyang bersifat pokok (magshud al ashli) dan yang bersifat turunan (magashid at
géabi ‘ah). Dalam syari’at nikah misalnya, yang menjadi maqshud al ashli adalah
EF<elestarian manusia lewat perkembang-biakan (at tanasul). Sementara setelahnya,

=
<terdapat beberapa maqashid turunan (zabi ah) seperti mendapatkan ketenangan (as

akinah), tolong-menolong dalam kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, penyaluran

‘{J)}sxa

=]

Jhasrat biologis manusiawi (al istimta’) secara halal, membentengi diri dari terpaan
=

gfitnah, dll, semua itu merupakan akumulasi dari maqgashid at-tabi’ah dalam
<

ssyari’at nikah™®.

=

=

A

-

&,

B

3% Muhammad Aziz and Sholikah, “Metode Penetapan Magqashid Syari’ah: Studi
i._DI"’emlklran Abu Ishaq Al Syatibi,” Ulul Albab:Jurnal Studi Islam 14, no. 2 (2013): 160,
chttps://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2655.

% Mohammad Toriquddin, “Teori Magqashid Syari’ah Perspektif Ibnu ’Asyur,” Ulul
Albab: Jurnal Studi Islam 14, no. 2 (2013): 61-62, https://doi.org/10.1093/nq/s4-V1.133.61-d.
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Dari semua magashid itu, ada yang diungkapkan secara eksplisit oleh nash

1d10 jeH ©

manshush), ada yang sebatas isyarat yang mengindikasikan kepada magashid,
an ada pula yang dipahami dari dalil-dalil lain atau disimpulkan berdasarkan

enelusuran secara induktif (maslak al istigra’) dari nash-nash yang ada. Maka

eberadaan semua magashid yang bersifat turunan ini dianggap sebagai kehendak

SNGNIQA!IKu e

2

llah (magshud asy-syar’i) yang berfungsi untuk menguatkan dan menetapkan

ksistensi maqgshud al-ashli. Bahkan lebih jauh, semua maslahat yang muncul

nejy e

secara empirik dari syari’at nikah sekalipun tidak manshush, diposisikan sebagali
penguat terhadap magshud ashli*®®. Dengan demikian, semua hal yang
bertentangan terhadap semua magashid baik ashli maupun tabi’ah, baik maslahat

yang manshush maupun maslahat yang empirik, dianggap menyelisihi magshud

asy syar’i.

nery wisey JireAg uejng jo A}JISId9AIU) dJTWER[S] 3)€I§

36 Toriquddin. Ibid.
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BAB I
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang tidak memfokuskan

NIN!lw ejdioyeH @

opembahasan pada angka dan hasil riset yang bersifaat kuantitatif. Melainkan

sn

Zberfokus pada data yang akan dianlisis secara naratif. Sedangkan dari sisi sumber
gjata yang dijadikan acuan dalam penulisan, penelitian ini tergolong ke dalam
c
lybrary research (penelitian kepustakaan)'*’. Sumber data kepustakaan digunakan
karena inti persoalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah beberapa
peraturan, fatwa dan putusan pengadilan yang terkait dengan wasiat wajibah™.
Tujuan dari penelitian ini adalah memahami konsep alademis tentang keutamaan

di antara penerima wasiat wajibah berdasarkan literatur otoritatif dalam hukum

9]
Slslam seperti kitab fikih, tafsir dan hadits serta peraturan yang berlaku di negara

S[ 2
-
<2
3

JIUIe,

‘B. Sumber Data
Tulisan ini merupakan bentuk penelitian kepustakaan (libraryi research)
engan sumber data berikut ini:
1. Data Primer, yaitu sumber utama untuk menganalisa masalah yang
diteliti. Data ini diperoleh dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

03 Tahun 2015 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang

37 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif (Solo: Cakra Books, 2014). 25.

138 David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam
Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” Nusantara: Jurnal llmu Pengetahuan Sosial 8, no. 5
(2021): 1332-36.
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dipedomani berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor
01 Tahun 1991.

Data Sekunder, yaitu sumber penjelas dari data utama yang diperoleh
dari KHI. Data ini diambil dari kitab fikih yang memuat penjelasan
tentang wasiat wajibah dalam materinya, di antara kitab fikih tersebut
adalah: Washiyah Wajibah Dirasah Mugaranah (Mazin Isma’il
Haniyah, Gaza: Universitas Islam Gaza, 2008), Ahkam At-Tirkat Wa
Al-Mawarits (Muhammad Abu Zahrah, Kairo: Dar Fikr Al-’Arobi,
n.d), At-Tahdzib Fi ’Ilm Faraidh Wa Al-Washiyya (Ahmad bin Hasan
Al-Kalwadzani, Riyadh: Maktabah ’Abikan, 1995) dan literatur lain
yang memuat pembahasna mengenai wasiat wajibah.

Data Tersier, merupakan penyempurna dari keternagan yang
diperoleh dari data primer dan sekunder. Data tersier diperoleh dari

kamus, ensiklopedia dan sumber lain yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data
Model penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah studi
epustakaan (library research). Yaitu kajian seputar hukum Islam khususnya
engenai wasiat wajibah yang didasarkan pada sumber tertulis yang telah
iterbitkan dan dapat dipertanggung jawabkan®*.
Pengumpulan data yang dilakasnaakan dalam penulisan ini adalah seluruh
angkaian penelitian dan pengkajian dengan memanfaatkan segala sumber data

pustakaan yang memuat informasi seputar wasiat wajibah bagi anak saudara

nery

1% Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” Humanika

21, no. 1 (2021): 33-54, https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075.
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andung. Seluruh sumber data yang dikumpulakan kemudian dikaji secara

ompherensif untuk mendapat kesimpulan dan jawaban tentang persoalan yang

iangkat dalam tesis ini.

o epdio yeH @

Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content

EJSNS NIg™

nalysis. Yaitu menjadikan sumber primer berupa KHI sebagai acuan dan

engkajinya dengan sumber lain yang terkait seperti kitab fikih klasik dan jurnal

neyy

untuk menjelaskan persoalan seputar wasiat wajibah. Selanjutnya pembahasan

disusun dengan terstruktur untuk meperjelas masalah dalam penelitian ini.

Sedangkan tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Induktif, Yaitu memberikan penjelasan terkait permasalahan dengan
mendahulukan data bersifat khusus yang kemudian dari data tersebut
ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini, penulis
mengumpulkan beberapa putusan dan peraturan seputar wasiat wajibah
di Indoensia untuk dapat dipahami ketentuan wasiat wajibah bagi anak
saudara kandung.

2. Deduktif, Yaitu dengan mengaitkan pembahasan seputar peenrapan
wasiat wajibah di Indonesia dengan prinsip hukum Islam yang bersifat
umum untuk menjaga penelitian ini tetap on the track dan tidak
menyimpang dari syari’at.

3. Deskriptif, Yaitu menjelaskan dan memaparkan fakta tertentu berupa

nery wisey JireAg uejng jo A}JISId9AIU) dJTWER[S] 3)€I§

peraturan dan putusan mengenai wasiat wajibah secara objektif dan
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@

T

B terperinci agar penelitian ini sesuai dengan kenyataan dan dapat
(@]

= dipertanggung jawabkan.

job)

iE. Pendekatan Penelitian

=

(= Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
=

omormatif, yaitu kajian tentang penerapan peraturan perundang-undangan dan
=

w

Zputusan mengenai wasiat wajibah. Pendekatan ini bersifat deskriptif dengan
py)
amenjelaskan peraturan seputar wasiat wajibah secara objektif, analitif dengan
c

menganalisanya berdasarkan maqashid syari ‘ah™®.

nery wisey] JireAg uej[ng yo AJISIdATU) dTWER[S] d1L1§

Y0 Sonny Eli Zaluchu, “Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah
Keagamaan,” Jurrnal Teologi Berita Hidup 14, no. 1 (2021): 1-13.
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BAB V
PENUTUP
Kesimpulan
1. Mengenai wasiat wajibah yang diberikan kepada anak perempuan

saudara kandung dengan syarat ketiadaan anak pewaris, terdapat
landasan syari’ah dari Al-Qur’an dan hadits. Akan tetapi di antara anak
laki-laki dari saudara kandung yang diposisikan sebagai ahli waris,
hanya anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung yang memenubhi
syarat. Di samping itu, anak laki-laki tersebut dapat terhijab oleh ahli
waris selain anak pewaris, seperti ayah dan saudara laki-laki kandung.
Wasiat wajibah yang hanya dikhususkan bagi anak perempuan saudara
kandung berpotensi melahirkan ketidakadilan antara kerabat pewaris,
merusak persaudaraan antar kerabat yang ditingalkan pewaris dan tidak
signifikan menciptakan kesejahteraan. Dengan demikian wasiat wajibah
dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tidak sejalan dengan magashid
syari’ah.

Sebagai upaya menyelaraskan wasiat wajibah bagi anak saudara
kandung, Qanun Nomor 24 Tahun 1999 Republik Yaman dipandang
tepat. Hal ini dikarenakan ketentuan wasiat wajibah dalam ganun
tersebut menitikberatkan pada empat aspek yaitu jumlah harta pewaris,
kondisi perekonomian penerima wasiat wajibah dan keadilan bagian
yang diperoleh antara ahli waris maupun penerima wasiat wajibah serta

menjaga keutamaan laki-laki atas perempuan.
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Saran

Setelah memaparkan, menganalisis dan mendapaatkan kesimpulan,

erdapat beberapa saran yang penulis kemukakan dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagi pembaca, tesis ini dapat dijadikan bahan kajian untuk menambah
pengetahuan dan dapat dijadikan acuan untuk memecahkan persolan di
tengah masyarakat dan keluarga.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menelaah tesis ini secara objektif
sehingga kekurangan yang terdapat dalam tulisan ini dapat dilengkapi

oleh peneliti selanjutnya.

3. Bagi praktisi hukum sebaiknya mengkaji secara kompherensif setiap

peraturan yang ada dan dampaknya bagi masyarakat demi tercapainya

kemaslahatan bangsa.

4. Bagi pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia

agar melakukan sosialisasi setiap peraturan di bidang hukum keluarga

Islam kepada masyarakat muslim di wilayah kerjanya.
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